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Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai merupakan bagian dari Kepolisian Resor yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum lalu lintas lalu lintas serta pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal. Salah satu kebijakan strategis yang saat ini dijalankan adalah penerapan Tilang Elektronik (e-Tilang. Implementasi kebijakan e-Tilang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penindakan hukum serta mendorong transparansi dalam pelayanan publik.
Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terdapat gejala masalah, antara lain: masih kurangnya sosialisasi mengenai prosedur E-Tilang kepada masyarakat menimbulkan kebingungan dalam memahami alur penyelesaian tilang dan keterbatasan alat yang masih menggunakan satu perangkat untuk merekam pelanggaran lalu lintas.
Adapun rumusan masalah pokok penelitian ini, yaitu: Bagaimana implementasi kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai.  Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (Pramono, 2020), yang mencakup empat indikator, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari seluruh personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai dan masyarakat yang pernah terkena tilang elektronik.  Dalam penelitian ini Penetapan sampel untuk Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai menggunakan teknik sampling jenuh dan untuk maskayarakat menggunakan teknik insidental sampling. Jenis data dan sumber dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan angket serta analisis data dengan teknik skala likert.
Hasil penelitian diketegorikan Cukup Baik dari 117 responden dengan total skor sebesar 4.330 berada pada rentang skor 3.121-4.368 dengan persentase 46%. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tilang elektronik (e-Tilang) pada satuan lalu lintas polres dumai terdapat pada indikator disposisi, dapat dilihat dari responsivitas yang baik dari petugas dalam menghadapi kendala atau pertanyaan masyarakat terkait e-Tilang Kemudian, struktur birokrasi dapat dilihat dari pelaksanaan prosedur e-Tilang yang dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Sementara faktor penghambat terdapat pada indikator komunikasi dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai alur dan prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui e-Tilang yang telah dilakukan secara jelas dan mudah dipahami. Kemudian, sumber daya dapat dilihat dari masih kurangnya perangkat pendukung untuk pelaksanaan e-Tilang yang tersedia dan berfungsi dengan baik.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Tahap implementasi kebijakan merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus kebijakan publik. Kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik perlu diterapkan secara maksimal agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Implementasi itu sendiri adalah proses pengukuran kegiatan atau program yang menilai keberhasilan atau kegagalan yang dijalankan oleh individu, instansi, atau organisasi, baik itu sektor privat maupun publik, yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat umum. Dalam proses implementasi kebijakan, sejumlah variabel perlu diperhatikan untuk mencapai hasil yang optimal, termasuk dukungan dari pemangku kepentingan dan ketersediaan sumber daya yang memadai.
Salah satu contoh implementasi kebijakan yang sedang berkembang di Indonesia adalah penerapan e-government, yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. E-government merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses administrasi pemerintahan untuk mempermudah pelayanan publik, mempercepat akses informasi, dan meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan. 
[bookmark: _Hlk195089113][bookmark: _Hlk195088582]Di Indonesia, penerapan e-government diatur melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, yang menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan e-government. Instruksi ini mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan dan menerapkan layanan berbasis teknologi guna menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan transparan.
[bookmark: _Hlk195089482]Kota Dumai merupakan salah satu kota di Provinsi Riau yang mengalami perkembangan pesat dalam berbagai sektor, termasuk pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan dan pengawasan lalu lintas yang efektif untuk menjamin keselamatan dan ketertiban di jalan raya. 
Satuan Lalu Lintas Polres Dumai adalah unit kepolisian yang berada di bawah naungan Polres Dumai yang bertugas untuk mengawasi, menegakkan hukum, serta memastikan kelancaran dan keselamatan berlalu lintas di wilayah Kota Dumai. Satuan ini memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi lalu lintas, menangani pelanggaran yang terjadi di jalan raya, serta melakukan penindakan terhadap pelanggar aturan lalu lintas.
Sejalan dengan arah kebijakan nasional tentang e-government dan tuntutan peningkatan pelayanan publik, Satlantas Polres Dumai mengimplementasikan berbagai inovasi berbasis teknologi, salah satunya melalui penerapan sistem tilang elektronik (e-Tilang). Implementasi tilang elektronik ini menjadi bagian dari komitmen Satlantas Polres Dumai dalam mendukung program e-government dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan akuntabel.
E-Tilang merupakan sebuah sistem digitalisasi proses tilang yang dikembangkan sebagai bentuk modernisasi pelayanan publik dalam penegakan hukum lalu lintas. Penerapan e-Tilang adalah langkah positif yang diambil pemerintah untuk mewujudkan good governance, agar pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Sistem e-Tilang menggantikan proses tilang manual dengan proses elektronik, di mana pelanggaran lalu lintas dicatat melalui aplikasi yang dioperasikan oleh aparat kepolisian. Dalam sistem ini, pelanggar dapat langsung membayar denda tilang melalui bank yang ditunjuk tanpa perlu menghadiri sidang di pengadilan. Kebijakan ini hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah dalam penegakan hukum lalu lintas, seperti praktik pungutan liar (pungli) dan kesepakatan damai di tempat kejadian.
Landasan hukum sistem ini tertuang dalam Pasal 272 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara tegas menyatakan bahwa untuk mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas dapat digunakan peralatan elektronik, di mana hasil dari penggunaan peralatan elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Berdasarkan landasan hukum tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) kemudian mengimplementasikan kebijakan e-tilang pada tahun 2016, yang selanjutnya diterapkan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kota Dumai yang mulai menerapkannya pada tahun 2018. 
Yang dimaksud dengan elektronik dalam penerapan e-Tilang di Kota Dumai adalah aplikasi e-Tilang yang telah diinstal pada setiap perangkat gadget yang digunakan oleh petugas. Aplikasi ini memungkinkan petugas mencatat pelanggaran secara langsung menggunakan perangkat mobile, yang kemudian disimpan dalam bentuk data digital untuk diproses lebih lanjut. 
Gambar berikut menunjukkan tampilan aplikasi e-Tilang yang digunakan Satlantas Polres Dumai dalam memproses pelanggaran lalu lintas.
[bookmark: _Toc206407504]Gambar I.1 
Tampilan Aplikasi E-Tilang Yang Digunakan Oleh Satlantas Polres Dumai
[image: ][image: ]








Sumber Data: Satlantas Polres Dumai, Tahun 2024
Pada gambar I.1 dapat dilihat berbagai fitur yang memudahkan petugas dalam mencatat informasi terkait pelanggaran lalu lintas secara langsung melalui perangkat mobile. Tampilan ini memperlihatkan beberapa fitur utama yang mempermudah proses pengolahan data pelanggaran, mulai dari input data pelanggaran hingga pengunggahan bukti elektronik. Selain itu, aplikasi ini juga terintegrasi dengan sistem pengadilan, memungkinkan pelanggar untuk menerima informasi terkait tanggal sidang dan proses hukum yang lebih transparan.
Penerapan sistem tilang elektronik pada Satlantas Polres Dumai didukung oleh sejumlah fasilitas yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai prosedur. Berikut adalah uraian mengenai fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam implementasi E-Tilang di Kota Dumai.
1. ETLE Handheld Mobile
Perangkat yang digunakan untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara langsung di lapangan dengan memotret kendaraan yang melanggar. Bukti yang dihasilkan berupa foto yang sah sebagai dasar penindakan.
2. Aplikasi E-Tilang Polri
Aplikasi e-Tilang yang digunakan oleh personel Satuan Lalu Lintas Polres Dumai. Aplikasi ini dipasang pada perangkat telepon genggam petugas dan berfungsi untuk mencatat serta memasukkan data pelanggaran lalu lintas secara langsung di lapangan. Seluruh data tersebut secara otomatis terhubung dengan sistem pusat Korlantas Polri dan diverifikasi melalui Electronic Registration and Identification (ERI) sebagai database nasional kendaraan bermotor. 
3. Sistem Pembayaran Elektronik Melalui Bank
Fasilitas lain yang mendukung penerapan sistem e-Tilang di Kota Dumai adalah sistem pembayaran elektronik melalui perbankan. Dalam hal ini, Satuan Lalu Lintas Polres Dumai bekerja sama dengan Bank BRI melalui layanan BRIVA (BRI Virtual Account), sehingga pelanggar dapat membayar denda tilang secara praktis tanpa interaksi langsung dengan petugas.
Berikut ini adalah prosedur Tilang Elektronik (E-Tilang) yang diterapkan di Kota Dumai: 
1. Petugas kepolisian akan memasukkan data pelanggar ke dalam aplikasi e-tilang sesuai dengan kondisi di lapangan. Setelah data terisi, nomor pembayaran tilang akan muncul dan bisa digunakan.
2. Pengendara akan diberikan surat tilang berwarna biru yang mencantumkan nomor pembayaran tilang yang diberikan oleh petugas.
3. Pengendara dapat membayar denda tilang sesuai dengan jumlah yang tercantum, baik melalui teller bank yang ditunjuk (Bank BRI) maupun mesin ATM. 
4. Setelah membayar denda melalui bank, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita oleh petugas dengan menunjukkan bukti pembayaran yang telah dilakukan.
5. Setelah pembayaran dan pengambilan barang bukti selesai, pelanggar bisa memilih untuk tidak menghadiri sidang tilang secara langsung, melainkan dapat diwakilkan oleh pihak kepolisian, yang akan memudahkan pelanggar untuk tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa tanpa harus hadir di persidangan.
6. Dalam persidangan, hakim akan menentukan jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar.
7. Setelah itu, keputusan denda akan dieksekusi oleh petugas kejaksaan yang bertugas.
8. Beberapa waktu setelah itu, pelanggar akan menerima notifikasi melalui SMS mengenai keputusan pengadilan terkait tilang, termasuk informasi mengenai sisa denda yang masih harus dibayar melalui bank.
9. Setelah menerima pemberitahuan, pelanggar dapat mengambil sisa denda secara langsung atau melakukan transfer melalui layanan bank.
Berdasarkan prosedur e-Tilang yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-Tilang memiliki mekanisme yang cukup cepat dan efisien dalam hal penindakan, terhubung langsung dengan bank untuk pembayaran, dan memudahkan pelanggar karena tidak perlu hadir di pengadilan untuk mengikuti sidang. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala, terutama dari sisi pemahaman masyarakat terhadap prosedur yang harus dilalui. 
Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Kantor Pelayanan Tilang Satlantas Polres Dumai, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur pelaksanaan e-Tilang,. Masyarakat kerap kali datang ke kantor pelayanan hanya untuk menanyakan tahapan lanjutan setelah menerima surat tilang. Permasalahan ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas di lapangan, sebagai berikut:
Hasil wawancara dengan Aipda Wanto Hidayat selaku Bintara Urusan Tilang Satlantas Polres Dumai (Wawancara pada Hari/Tanggal: Selasa, 09 Desember 2024)
“Sosialisasi soal e-Tilang sebenarnya udah kami lakuin dari awal kebijakan ini mulai dijalankan. Biasanya kami pakai media sosial kayak Instagram dan Facebook-nya Satlantas. Tapi yang disampaikan di situ lebih ke pengumuman aja kalau e-Tilang udah mulai berlaku. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap kayak gimana alurnya, cara bayar denda, atau cara ambil barang bukti, biasanya kami jelaskan langsung ke masyarakat yang kena tilang atau yang datang ke kantor buat nanya. Memang pernah juga dulu kami unggah soal prosedur e-Tilang di Instagram, tapi itu cuma sekali waktu awal-awal kebijakan ini diberlakukan di Dumai. Setelah itu, belum pernah ada lagi sosialisasi khusus yang bahas soal alur atau langkah-langkahnya, baik di media sosial maupun secara langsung.”
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem e-Tilang telah diterapkan untuk mempermudah proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, terutama kurangnya sosialisasi mengenai alur dan prosedur yang harus dilakukan oleh Masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem e-Tilang saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan penyebaran informasi yang jelas dan berkelanjutan kepada masyarakat. Sosialisasi yang hanya dilakukan sekali pada awal kebijakan diterapkan tidak mampu menjawab berbagai pertanyaan praktis dari masyarakat, terutama terkait tahapan penyelesaian tilang secara mandiri.
[bookmark: _Toc206407505]Gambar I.2
Sosialisasi awal mengenai diberlakukannya e-Tilang oleh Satlantas Polres Dumai melalui media sosial Instagram
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Sumber Data: Media Sosial Satlantas Polres Dumai
Fenomena ini menyebabkan banyak masyarakat belum memahami dengan baik prosedur e-Tilang, khususnya dalam hal pembayaran denda secara online. Akibatnya, masyarakat masih sering datang langsung ke kantor hanya untuk menanyakan proses yang sebenarnya dapat dilakukan secara mandiri. Salah satu petugas bahkan menyampaikan bahwa sosialisasi prosedur sempat dilakukan di media sosial hanya pada awal kebijakan diterapkan di Kota Dumai, namun setelah itu tidak ada lagi sosialisasi khusus mengenai langkah-langkah penyelesaian tilang, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
Bukti dari pernyataan ini dapat dilihat pada unggahan media sosial resmi Satlantas Polres Dumai yang menampilkan cara pembayaran denda e-Tilang. 
[bookmark: _Toc206407506][image: ]Gambar I.3
Sosialisasi terkait metode pembayaran e-Tilang melalui unggahan Instagram Satlantas Polres Dumai

















Sumber Data: Media Sosial Satlantas Polres Dumai
Meskipun unggahan tersebut dapat menjadi salah satu bukti bahwa pihak Satlantas Polres Dumai telah menyampaikan informasi terkait pembayaran, informasi yang disampaikan masih sangat terbatas. Dalam unggahan tersebut hanya disebutkan bahwa pembayaran dapat dilakukan melalui BRIVA ke Bank BRI, tanpa disertai penjelasan prosedur lengkap yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Ketidaklengkapan informasi ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum menyentuh aspek-aspek praktis yang dibutuhkan masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dan kesalahan dalam menjalani proses e-Tilang.
Berikut adalah data mengenai jumlah penilangan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Dumai dari tahun 2022 hingga 2024:
[bookmark: _Toc206408046]Tabel I. 1 
Jumlah Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2022-2024
	No
	Tahun
	Jumlah Perkara

	1
	2022
	6304

	2
	2023
	3517

	3
	2024
	2905

	        Jumlah
	12726


Sumber Data: Satlantas Polres Dumai Tahun 2024
Berdasarkan Tabel I.1 mengenai Jumlah Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2022-2024, dapat dilihat tren penurunan yang signifikan dalam jumlah penilangan di wilayah hukum Satlantas Polres Dumai. Pada tahun 2022, tercatat 6304 perkara penilangan, kemudian menurun menjadi 3517 perkara di tahun 2023, dan kembali mengalami penurunan menjadi 2905 perkara pada tahun 2024, dengan total keseluruhan mencapai 12726 perkara selama periode tersebut. 
Berikut ini tabel data total pelanggaran dan jenis pelanggaran beserta rincian sanksi administratif dan besaran denda bagi pelanggar peraturan lalu lintas dapat diamati pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc206408047]Tabel I. 2 
Total Jenis Pelanggaran dan Denda Maksimal Kendaraan Roda Empat atau Lebih
	No
	Jenis Pelanggaran
	
Pasal dan Denda Maksimal
	2022
	2023
	2024
	Total

	1
	Mengubah, merakit, atau memodifikasi kendaraan yang mengakibatkan perubahan tipe kendaraan
	Pasal 277
Rp.24.000.000
	-
	


2



	2
	4

	2
	Tidak memiliki surat izin mengemudi
	Pasal 281
Rp.1.000.000
	117
	31
	12
	160

	3
	Tidak memasang tanda nomor kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku
	Pasal 280
Rp.500.000
	12
	2
	-
	14

	4
	Memasang perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan
	Pasal 279 ayat
Rp.500.000
	12
	7
	4
	23

	5
	Mengemudi dalam kondisi yang mengurangi konsentrasi atau kemampuan mengemudi
	Pasal 283
Rp.750.000
	11
	5
	2
	18

	6
	Tidak mengikuti rambu atau marka jalan yang ada
	Pasal 287 ayat (1)
Rp.500.000
	14
	9
	

5

	28

	7
	Tidak mematuhi tanda isyarat lalu lintas yang ada 
	Pasal 287 ayat (2)
Rp.500.000
	16
	13
	6
	35

	8
	Tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi 
	Pasal 288 ayat (2) 
Rp.250.000
	23
	31
	17
	71

	9
	Tidak mengikuti batas kecepatan yang telah ditentukan
	Pasal 287 ayat (5)
Rp.500.000
	-
	4
	-
	4

	10
	Tidak menunjukkan surat tanda nomor kendaraan yang sah
	Pasal 288 ayat (1)
Rp.500.000
	265
	112
	96
	473

	11
	Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak layak jalan 
	Pasal 286
Rp.500.000

	2
	173
	82
	257

	12
	Kendaraan bermotor
beroda empat atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	Pasal 285 ayat (2)
Rp.500.000
	73
	133
	54
	260

	13
	Melanggar aturan lalu lintas terkait berhenti atau parkir
	Pasal 287 ayat (3)
Rp.250.000
	3
	4
	69
	76

	14
	Pengemudi atau penumpang tidak memakai sabuk pengaman
	Pasal 289
Rp.250.000
	106
	227
	74
	407


Sumber Data: Satlantas Polres Dumai Tahun 2024
Berdasarkan Tabel 1.2 mengenai total jenis pelanggaran dan denda maksimal untuk kendaraan roda empat atau lebih dari tahun 2022 hingga 2024, pelanggaran terkait tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) mengalami penurunan yang signifikan, dari 117 pelanggaran pada 2022 menjadi hanya 12 pelanggaran pada 2024. Pelanggaran terkait kendaraan yang tidak memenuhi syarat teknis mengalami peningkatan yang cukup besar, dari 73 pelanggaran pada 2022 menjadi 133 pelanggaran pada 2023, meskipun kemudian menurun menjadi 54 pelanggaran pada 2024. Sementara itu, pelanggaran terkait penggunaan sabuk pengaman mengalami peningkatan tajam pada 2023 dengan 227 pelanggaran, tetapi menurun menjadi 74 pelanggaran pada 2024.
[bookmark: _Toc206408048][bookmark: _Hlk192165194]Tabel I.3 
Total Jenis Pelanggaran dan Denda Maksimal Kendaraan Roda Dua
	No

	Jenis Pelanggaran
	Pasal dan Denda Maksimal
	2022
	2023
	2024
	Total

	1
	Pengemudi yang tidak memakai helm
	Pasal 291 ayat (1)
Rp.250.000
	2137
	
1637

	1244
	5018

	2.
	Penumpang yang tidak memakai helm
	Pasal 291 ayat (2)
Rp.250.000
	1018
	686
	491
	2195

	3.
	Tidak memasang tanda nomor kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku
	Pasal 280
Rp.500.000
	416
	264
	92
	772

	4.
	Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)
	Pasal 281
Rp.1.000.000
	2183
	780
	421
	3384

	5.
	Berboncengan lebih dari satu orang
	Pasal 292
Rp.250.000
	23
	18
	8
	49

	6.
	Mengemudi dalam kondisi yang dapat mengurangi konsentrasi atau kemampuan mengemudi
	Pasal 283
Rp.750.000
	47
	52
	38
	137

	7.
	Tidak memenuhi syarat teknis dan kelayakan kendaraan
	Pasal 285 ayat (1)
Rp.250.000
	510
	481
	

389


	1380

	8.
	Melanggar aturan lalu lintas terkait berhenti atau parkir
	Pasal 287 ayat (3)
Rp.250.000
	-
	-
	40
	40

	9.
	Tidak mengikuti batas kecepatan yang telah ditentukan
	Pasal 287 ayat (5)
Rp.500.000
	10
	4
	2
	16

	10.
	Tidak mengikuti rambu atau marka jalan yang ada
	Pasal 287 ayat (1)
Rp.500.000
	353
	418
	271
	1042

	11.
	Tidak dapat meunjukkan SIM saat diminta
	Pasal 288 ayat (2)
Rp.250.000
	108
	150
	125
	383

	12
	Tidak mematuhi tanda isyarat lalu lintas
	Pasal 287 ayat (2)
Rp.500.000
	212
	299
	290
	801

	13.
	Memasang perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan
	Pasal 279
Rp.500.000
	24
	32
	11
	67

	14.
	Tidak menunjukkan STNK yang sah
	Pasal 288 ayat (1)
Rp.500.000
	1136
	559
	453
	2148

	15
	Mengubah, merakit, atau memodifikasi kendaraan yang mngakibatkan perubahan tipe kendaraan
	Pasal 277
Rp.24.000.000
	17
	6
	-
	23


Sumber Data: Satlantas Polres Dumai Tahun 2024
Berdasarkan Tabel 1.3 mengenai total jenis pelanggaran dan denda maksimal untuk kendaraan roda dua dari tahun 2022 hingga 2024, pelanggaran tidak memakai helm tetap mendominasi jumlah pelanggaran meskipun mengalami penurunan dari 2.137 pelanggaran pada 2022 menjadi 1.637 pelanggaran pada 2023 dan 1.244 pelanggaran pada 2024. Pelanggaran terkait tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) juga menunjukkan penurunan signifikan, dari 2.183 pelanggaran pada 2022 menjadi 780 pelanggaran pada 2023 dan 421 pelanggaran pada 2024. Begitu pula pelanggaran tidak menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah turun dari 1.136 pelanggaran pada 2022 menjadi 559 pelanggaran pada 2023 dan 453 pelanggaran pada 2024.
Namun, pelanggaran terkait kendaraan yang tidak memenuhi syarat teknis dan kelayakan tetap cukup tinggi, walaupun turun dari 1.380 pelanggaran pada 2022 menjadi 389 pelanggaran pada 2024. Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan jumlah pelanggaran pada beberapa kategori, tingginya angka pelanggaran lalu lintas, terutama pada kendaraan roda dua, menunjukkan permasalahan kompleks dalam sistem transportasi di Kota Dumai. 
Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan jumlah pelanggaran pada beberapa kategori, tingginya angka pelanggaran lalu lintas, terutama pada kendaraan roda dua, menunjukkan permasalahan yang kompleks dalam sistem transportasi di Kota Dumai. Faktor utama yang memengaruhi tingginya pelanggaran lalu lintas adalah kepadatan lalu lintas yang signifikan. Kondisi kemacetan mendorong sebagian pengendara untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan lalu lintas, seperti menerobos jalur terlarang atau mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, dengan tujuan mempercepat perjalanan.
Meskipun sistem e-Tilang telah diimplementasikan, efektivitasnya masih terbatas akibat ketidakmerataan pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, jumlah denda tilang yang harus dibayar pelanggar bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan keputusan hakim saat persidangan.
Pembayaran denda tilang secara online dapat dilakukan sebelum sidang, dengan nominal yang telah ditentukan oleh sistem sesuai pelanggaran yang dilakukan. Proses ini dikenal sebagai pembayaran uang titipan denda tilang. Setelah sidang, jika terdapat sisa uang titipan denda, pelanggar dapat mengambilnya. Hal ini karena jumlah uang yang dititipkan sebelum sidang belum tentu sama dengan denda yang diputuskan oleh pengadilan. Oleh karena itu, pada hari sidang, penting untuk memeriksa kembali jumlah denda tilang yang sebenarnya sesuai dengan putusan pengadilan. Pemeriksaan dapat dilakukan secara online melalui situs e-Tilang Kejaksaan.
Berikut adalah cara untuk memeriksa apakah ada sisa uang titipan denda tilang:
1. Mengakses situs resmi e-Tilang Kejaksaan di https://tilang.kejaksaan.go.id.
2. Memasukkan nomor register tilang pada kolom pencarian yang tersedia.
3. Meninjau hasil pencarian untuk melihat besaran nominal denda, biaya perkara, serta jumlah uang titipan yang telah dibayarkan.
4. Jika terdapat sisa uang titipan, informasi tersebut akan ditampilkan beserta opsi pengembalian. 
Ada dua cara yang bisa digunakan untuk mengambil sisa uang titipan denda tilang, yaitu melalui teller Bank BRI atau melalui transfer bank:
1. Pengambilan melalui Teller Bank BRI
Jika pelanggar memilih untuk mengambil uang titipan secara langsung melalui teller, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah:
a. Mengunduh dan mencetak surat pengantar yang dapat diperoleh dari situs e-Tilang Kejaksaan.
b. Mengunjungi kantor Bank BRI terdekat dan menyerahkan surat pengantar kepada petugas teller.
c. Teller akan memverifikasi data pelanggar dan melakukan pengecekan sistem.
d. Jika seluruh informasi dinyatakan sesuai, maka teller akan menyerahkan sisa uang titipan secara langsung kepada pelanggar. 
2. Pengambilan Melalui Transfer Bank
Apabila pelanggar memilih metode transfer bank, maka tahapan yang dilakukan meliputi:
a. Mengisi formulir pengembalian dana dengan mencantumkan informasi yang diperlukan seperti nama bank, nomor rekening, nama pemilik rekening, dan alamat email aktif.
b. Sistem akan mengirimkan kode OTP (One Time Password) ke nomor telepon pelanggar yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pihak kepolisian.
c. Kode OTP digunakan untuk memverifikasi keabsahan permintaan. Setelah berhasil diverifikasi, sisa uang titipan akan langsung ditransfer ke rekening pelanggar. 
Jika sisa uang titipan tidak diambil dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan sidang, maka sisa uang tersebut akan menjadi milik negara.
Untuk meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tilang elektronik (e-Tilang), dikembangkanlah sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai salah satu solusi inovatif berbasis elektronik yang mendukung penindakan pelanggaran di jalan raya. ETLE merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi yang menggunakan perangkat elektronik berupa kamera untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Sistem ini bekerja dengan mendeteksi dan mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas melalui kamera. Ketika terjadi pelanggaran, kamera akan merekam dan mengambil gambar pelanggar beserta nomor kendaraannya.
Implementasi ETLE di Kota Dumai dijalankan pada tahun 2022 sejalan dengan instruksi Kapolri melalui surat Telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 yang dikeluarkan pada 18 Oktober 2022. Instruksi tersebut menekankan penghentian penindakan tilang secara manual dan menggantinya dengan sistem elektronik. 
Aturan mengenai penindakan pelanggaran di jalan dengan menggunakan alat elektronik tercantum dalam Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa peralatan elektronik dapat digunakan untuk mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan hasilnya sah sebagai bukti di pengadilan. Selain itu, Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan berdasarkan temuan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor, laporan, dan/atau rekaman dari peralatan elektronik. 
Penerapan ETLE di Kota Dumai menunjukkan komitmen kepolisian setempat dalam mengikuti modernisasi sistem penindakan pelanggaran lalu lintas sesuai arahan pusat. Hal ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas penegakan hukum lalu lintas, sekaligus mengurangi interaksi langsung antara petugas dengan pelanggar yang berpotensi menimbulkan praktik-praktik tidak terpuji. 
ETLE terbagi menjadi dua jenis, yaitu ETLE statis dan ETLE mobile, yang masing-masing memiliki keunggulan dalam penegakan hukum lalu lintas secara elektronik. ETLE statis adalah sistem tilang elektronik yang menggunakan kamera pengawas seperti Closed Circuit Television (CCTV) yang dipasang secara permanen di lokasi-lokasi tertentu seperti persimpangan jalan, lampu merah, atau titik-titik strategis lainnya. Kamera ini beroperasi 24 jam dan secara otomatis akan mendeteksi serta merekam berbagai pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Sistem ini memungkinkan pemantauan pelanggaran secara terus-menerus tanpa memerlukan kehadiran petugas secara langsung.
Sementara itu, ETLE mobile adalah sistem tilang elektronik yang diterapkan melalui perangkat yang terpasang pada kendaraan polisi atau menggunakan perangkat telepon genggam (gawai). ETLE mobile memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi karena dapat dioperasikan di lokasi-lokasi yang berbeda dan dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pengawasan lalu lintas. Petugas dapat secara langsung memantau dan menindak pelanggaran di tempat, sambil tetap merekam bukti pelanggaran secara elektronik. Sistem ini sangat efektif untuk menindak pelanggaran yang terjadi di lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh ETLE statis, seperti di jalan-jalan kecil atau lokasi yang baru diidentifikasi sebagai titik rawan pelanggaran. 
Pelaksanaan e-Tilang di Kota Dumai dilaksanakan dengan melibatkan seluruh personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai. Keterlibatan penuh seluruh personel ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tanggung jawab kolektif, bukan hanya sebagian petugas tertentu. ETLE Mobile pada dasarnya dirancang untuk beroperasi selama 24 jam penuh sehingga secara ideal mampu merekam dan menindak pelanggaran kapan saja. Namun, dalam realitasnya, kepolisian tidak memungkinkan untuk melakukan patroli secara terus-menerus selama 24 jam karena adanya keterbatasan sumber daya manusia serta tuntutan tugas kepolisian lainnya. Oleh sebab itu, kegiatan pengawasan dan penindakan melalui E-Tilang dilaksanakan secara fleksibel sesuai kebutuhan, tanpa terikat pada waktu tertentu.
Dalam implementasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile dengan menggunakan perangkat smartphone (handheld mobile) petugas yang bersangkutan wajib memiliki surat penugasan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Surat penugasan ini berfungsi sebagai legitimasi dan bentuk pertanggungjawaban formal atas tindakan penindakan yang dilakukan. 
Untuk memastikan keamanan dan validitas data yang dihasilkan, sistem ini hanya dapat dioperasikan menggunakan perangkat telepon genggam yang telah terdaftar secara resmi dalam database sistem, dimana nomor IMEI kamera handphone tersebut telah diverifikasi dan dicatat dalam sistem ETLE. Hal ini memastikan bahwa hanya perangkat yang sah yang dapat digunakan untuk merekam pelanggaran, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Prosedur Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan Sistem ETLE Handheld Mobile di Kota Dumai:
1. Petugas lalu lintas yang menggunakan perangkat ETLE mobile akan secara otomatis merekam pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan kamera ETLE yang ada di perangkat tersebut.
2. Setelah pelanggaran terekam, gambar hasil rekaman akan langsung terunggah secara otomatis ke komputer back office ETLE.
3. Data pelanggaran yang telah terekam kemudian langsung terinput ke dalam sistem data back office.
4. Petugas back office kemudian melakukan proses validasi terhadap bukti rekaman pelanggaran lalu lintas tersebut.
5. Validasi dilakukan dengan mengecek nomor polisi kendaraan, waktu pelanggaran, lokasi pelanggaran, jenis pelanggaran, serta memverifikasi identitas kendaraan sesuai dengan data yang terekam dalam sistem Electronic Registration and identification (ERI). 
6. Setelah proses validasi, petugas mengirim pesan kepada pelanggar melalui nomor yang terdaftar yang berisi konfirmasi pelanggaran.
7. Setelah menerima konfirmasi tersebut, pelanggar diberi waktu 8 (delapan) hari untuk melakukan konfirmasi secara online melalui web https://etle.polri.go.id atau melalui tautan yang telah dikirimkan langsung oleh petugas. Pelanggar juga dapat melakukan konfirmasi secara offline dengan datang langsung ke kantor pelayanan tilang.
8. Setelah pelanggar melakukan konfirmasi, mereka akan menerima SMS yang berisi informasi mengenai pembayaran tilang melalui BRIVA, dengan batas waktu pembayaran selama 7 hari.
9. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan, baik untuk konfirmasi maupun pembayaran BRIVA, tidak dilakukan, maka proses akan dilanjutkan dengan pemblokiran data kendaraan tersebut.  Akibatnya, pemilik kendaraan tidak dapat melakukan perpanjangan STNK tahunan.
10. Namun, jika pembayaran tilang telah dilakukan, pemblokiran data kendaraan akan dibuka kembali.
11. Jika kendaraan bermotor tersebut telah beralih kepemilikan dari pemilik pertama tanpa melakukan perubahan pada buku kepemilikan, pemilik pertama dapat melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut telah berpindah tangan.
Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Dumai dapat berlangsung secara cepat, transparan, dan efisien. Setiap tahapan dalam proses mulai dari rekaman pelanggaran, verifikasi data, pengiriman surat konfirmasi, hingga penyelesaian pembayaran denda dirancang agar dapat dilaksanakan secara digital, sehingga meminimalisir kontak langsung dan mempercepat penyelesaian kasus.
Sebagai bagian dari pelaksanaan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau e-Tilang di Kota Dumai, Polres Dumai telah secara aktif menggunakan kamera pengawas untuk merekam dan mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas. Berikut ini merupakan dokumentasi pelanggaran ETLE yang dilakukan oleh pengendara di wilayah hukum Polres Dumai.
[bookmark: _Toc206407507]Gambar I.4 
Hasil rekaman ETLE atas pelanggaran lalu lintas di Kota Dumai
[image: ][image: ]








Sumber Data: Satlantas Polres Dumai, Tahun 2024
Gambar I.4 diatas merupakan bukti nyata hasil rekaman dari kamera ETLE yang telah diterapkan di wilayah hukum Kota Dumai. Melalui dokumentasi tersebut, terlihat bahwa sistem pengawasan berbasis teknologi ini telah berjalan dan mampu merekam kejadian di lapangan secara akurat. Bukti hasil rekaman pelanggaran diatas menunjukkan bahwa penerapan ETLE di Kota Dumai bukan sekadar wacana, tetapi telah dilaksanakan secara aktif. 
Namun, pengimplementasian ETLE di Kota Dumai masih menghadapi tantangan, salah satunya adalah keterbatasan perangkat yang digunakan untuk merekam pelanggaran. Saat ini, sistem penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Dumai masih menggunakan satu perangkat utama berupa smartphone yang disebut dengan handheld mobile. Perangkat ini merupakan satu-satunya alat yang digunakan untuk mengambil gambar pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya. 
Pengoperasian sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang merupakan bagian dari implementasi tilang elektronik (e-Tilang) di Kota Dumai masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama dalam hal ketersediaan perangkat. Saat ini, Kota Dumai hanya memiliki satu unit perangkat ETLE yang digunakan untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Perangkat ini menjadi satu-satunya alat yang berfungsi untuk mendokumentasikan pelanggaran di jalan raya secara otomatis.
Keterbatasan jumlah perangkat berdampak langsung pada jangkauan pemantauan lalu lintas yang terbatas. Area yang dapat diawasi menjadi sangat sempit, sehingga tidak mencerminkan cakupan pemantauan yang ideal untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tilang elektronik. Kondisi ini berpotensi mengurangi kemampuan sistem e-Tilang dalam menjangkau titik-titik rawan pelanggaran secara menyeluruh.
Untuk itu, diperlukan penambahan perangkat ETLE di titik strategis agar pelaksanaan kebijakan e-Tilang dapat lebih optimal, merata, dan mampu mendukung penegakan hukum lalu lintas secara digital yang lebih adil, efisien, dan transparan. 
Gambar I.5 menunjukkan perangkat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang digunakan sebagai satu-satunya alat di Kota Dumai untuk merekam dan menangkap pelanggaran lalu lintas secara elektronik.
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Perangkat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang Digunakan Untuk Menangkap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Dumai
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Sumber Data: Satlantas Polres Dumai Tahun 2024
Gambar I.5 diatas, menunjukkan perangkat yang disebut dengan handheld, yang digunakan untuk merekam pelanggaran lalu lintas melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Dumai. Penggunaan perangkat ini sangat penting dalam mendukung proses penilangan elektronik. Namun, ketergantungan pada satu perangkat saja menyebabkan pengawasan menjadi rentan mengalami kekosongan ketika perangkat tersebut sedang digunakan untuk menangani pelanggaran di lokasi tertentu. Kondisi ini berdampak pada efektivitas sistem yang masih terbatas dalam menjangkau area pengawasan secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penambahan perangkat dan pembagian tugas yang lebih proporsional sehingga penindakan pelanggaran dapat dilakukan secara lebih merata di berbagai lokasi.
Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai.”
A. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan  di atas, penulis menemukan beberapa gejala masalah sebagai berikut:
1. Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur E-Tilang kepada masyarakat menimbulkan kebingungan dalam memahami alur penyelesaian tilang.
2. Keterbatasan alat yang masih menggunakan satu perangkat untuk merekam pelanggaran lalu lintas, yang menghambat efektivitas pemantauan dan penindakan pelanggaran lalu lintas.
Berdasarkan gejala-gejala yang penulis kemukakan di atas maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu: “Bagaimana implementasi kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai?”.
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Tilang Elektronik
(E-Tilang) pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai.
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai.
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, terutama Satlantas Polres Dumai dalam meningkatkan efektivitas implementasi Tilang Elektronik (E-Tilang).
b. Sebagai bahan pengembangan dan penerapan ilmu administrasi khususnya pada studi Administrasi Negara.
c. Sebagai bahan penelitian selanjutnya dalam kajian penelitian terhadap permasalahan yang sama.
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BAB II
TELAAH PUSTAKA
A. Kerangka Teori
Konsep teori dalam penelitian ini merupakan acuan uraian yang sistematis tentang teori-teori yang diterapkan dalam penelitian menurut pendapat pakar atau penulis dan buku, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Oleh karena itu penelitian akan menjelaskan beberapa teori yang digunakan sebagai acuan dalam mengkaji penelitian.
Menurut Sawir (2022) konsep implementasi dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas penerapan sebuah perencanaan yang telah dikaji secara mendalam dan sistematis, yang umumnya baru dijalankan setelah tahap perencanaan mencapai tahap optimal. Keberhasilan implementasi dapat dinilai atau diukur berdasarkan hasil dari proses tersebut serta pencapaian tujuan akhir (outcome), yaitu tercapainya tujuan yang diinginkan (Mukhtar et al., 2022)
Menurut Ardiansyah (2022) implementasi merupakan rangkaian upaya sistematis dalam mentransmisikan kebijakan ke ranah publik untuk mengoptimalkan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Proses ini berlandaskan pada berbagai instrumen hukum, mulai dari regulasi pemerintah pusat hingga kebijakan di tingkat daerah.


 Menurut Anggara (2014) implementasi sebagai serangkaian langkah strategis yang dieksekusi oleh para implementator kebijakan dalam upaya 
mewujudkan target yang telah dicanangkan. Menurut Wati & Sartika (2024) implementasi merupakan komponen vital dalam aktualisasi sebuah konsep, di mana para pemangku kebijakan dituntut untuk mewujudkan ide menjadi aksi nyata demi tercapainya objektif yang telah dirumuskan.
Implementasi sebagai serangkaian aksi yang dilakukan baik oleh aparatur pemerintah maupun sektor privat, yang kesemuanya diorientasikan pada pencapaian target kebijakan yang telah digariskan sebelumnya (Meutia ,2017)
Implementasi dapat dipahami sebagai tindakan pelaksanaan dari keputusan dan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Proses implementasi memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan publik, karena tanpa implementasi yang efektif, kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan berjalan dengan baik dan akan sia-sia. Oleh karena itu, dalam kebijakan publik, pengimplementasian kebijakan sangatlah krusial untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut (Ravyansah et al., 2022)
Dari beragam perspektif teoretis yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan fase krusial yang menjembatani antara perencanaan dan realisasi kebijakan, yang melibatkan berbagai elemen dan sumber daya. Implementasi bukan sekadar eksekusi mekanis dari sebuah kebijakan, melainkan suatu proses dinamis yang mencakup aspek komunikasi, koordinasi, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika di lapangan.
Menurut Melawat (2022) kebijakan merupakan rangkaian konsep dan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah. Kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan, tetapi juga menjadi acuan dalam pengelolaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 Menurut Tresiana & Duadji (2017) kebijakan merupakan bentuk keinginan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama. Mereka memberikan contoh bahwa kebijakan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari upaya menciptakan masyarakat yang adil hingga usaha memberantas korupsi secara menyeluruh.
Menuurt Abdal (2015) kebijakan dapat menggambarkan sebagai hasil keputusan yang memiliki ciri keteraturan dan keberlanjutan, baik dari sisi pembuat kebijakan maupun pihak yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Menurut Abdoellah & Rusfiana (2016) kebijakan sebagai rangkaian tindakan terencana yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik perorangan maupun kelompok, dalam situasi sosial dan politik tertentu. Mereka menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan untuk mengenali dan mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam proses pelaksanaannya.
	Menurut Tresiana (2021) kebijakan memiliki sisi dasar yang mengacu pada tujuan kebijakan, yang berfungsi sebagai aturan dasar dalam menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Qomariyah (2024) kebijakan merujuk pada serangkaian tindakan dan kegiatan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu, di mana terdapat tantangan dan peluang untuk menerapkan usulan kebijakan tersebut guna mencapai tujuan tertentu. 
Menurut Malian (2021) dalam penerapan kebijakan, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat kebijakan tersebut, yaitu:
1. Isi Kebijakan
Penghambat pertama adalah kurangnya konten kebijakan yang jelas, seperti tujuan yang tidak rinci, prioritas yang kurang jelas, atau program kebijakan yang terlalu umum. Selain itu, ketentuan internal terkait kebijakan yang belum ada atau tidak memadai juga dapat menjadi faktor penghambat, begitu juga dengan kekurangan sumber daya pendukung, seperti sumber daya manusia, waktu, dan biaya.
2. Informasi
Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan. Kekurangan informasi yang tepat, misalnya karena gangguan dalam komunikasi, dapat menghambat jalannya kebijakan tersebut.

3. Dukungan
Penerapan kebijakan sulit dilakukan jika tidak ada dukungan yang memadai dari pelaksana kebijakan dan pihak terkait lainnya.
4. Distribusi Potensi
Penghambat lainnya adalah distribusi potensi yang tidak merata di antara para pelaku implementasi. Misalnya, pembagian tugas dan wewenang yang tidak jelas dalam organisasi pelaksana, yang dapat menyebabkan kebingunguan dan menghambat kelancaran implementasi kebijakan 
Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang disusun secara sistematis dan terencana oleh pemerintah atau kelompok pembuat kebijakan, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti hambatan, peluang, dan kondisi lingkungan. 
Menurut Tresiana & Duadji (2021) Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang muncul setelah adanya arahan resmi dari suatu kebijakan, yang mencakup usaha untuk mengelola input guna menghasilkan output atau hasil yang bermanfaat bagi masyarakat 
Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam proses kebijakan yang terjadi setelah kebijakan disusun. Tanpa adanya implementasi, kebijakan yang telah dirancang akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, implementasi kebijakan memegang peranan yang sangat vital dalam kebijakan publik. Proses ini merupakan bagian dari rangkaian tahapan dalam kebijakan publik, bersama dengan perumusan kebijakan, evaluasi kebijakan, dan sebagainya (Igirisa, 2022).
Tahap implementasi kebijakan baru dapat dimulai setelah tujuan dan sasaran yang jelas ditetapkan melalui proses perumusan kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan hanya berlangsung setelah undang-undang disahkan dan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya telah disediakan. Implementasi kebijakan ini bersifat praktis, berbeda dengan tahap perumusan kebijakan yang lebih bersifat teoritis (Alamsyah, 2016)
Pada dasarnya, implementasi kebijakan melibatkan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari sektor publik maupun swasta, yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut tidak hanya sekedar mengikuti keputusan kebijakan, tetapi juga mengubahnya menjadi tindakan operasional yang konkret dan terukur dalam jangka waktu tertentu (Kadji, 2015).
Menurut Dewi (2022) untuk menjamin keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka formulasi kebijakan harus tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan publik yang terus berkembang. Menurut (Marwiyah, 2022) untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang diterapkan, terdapat dua bentuk tahapan implementasi kebijakan, yaitu:
1. Self-executing, di mana kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan akan langsung diterapkan tanpa memerlukan intervensi lebih lanjut, seperti pengakuan negara terhadap kedaulatan negara lain.
2. Non-self-executing, yang berarti kebijakan publik membutuhkan upaya dari berbagai pihak untuk dapat diwujudkan dan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut. 
Menurut Tachjan (2006) untuk memahami implementasi kebijakan publik dengan lebih baik, diperlukan suatu model atau kerangka pemikiran yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu objek, situasi, atau proses. Dalam sistem implementasi kebijakan publik terdapat empat komponen utama yang saling terkait. 
1. Program atau kebijakan yang akan dijalankan sebagai landasan implementasi.
2. Kelompok sasaran (target groups) yang merupakan segmen masyarakat yang dituju dan diharapkan mendapatkan manfaat serta mengalami perubahan positif dari program tersebut. 
3. Pihak implementor yang terdiri dari organisasi maupun individu yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola, melaksanakan, dan mengawasi proses implementasi. 
4. Faktor-faktor lingkungan yang mencakup aspek fisik, sosial, budaya, dan politik yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.​​​​​​​​​​​​​​​​
Menurut Arafat (2023) ada lima prinsip fundamental dalam implementasi kebijakan publik, yaitu: 
1. Kesesuaian, yang menekankan bahwa implementasi harus selaras dengan tujuan kebijakan dan kebutuhan masyarakat sasaran. 
2. Prinsip kolaborasi dan kemitraan yang mengutamakan kerja sama antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. 
3. Partisipasi publik yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan kebijakan untuk memperkuat legitimasi. 
4. Koordinasi dan sinergi antar lembaga untuk menghindari tumpang tindih dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. 
5. Kapasitas institusional yang memadai, dimana lembaga pelaksana harus memiliki SDM dan keahlian yang mencukupi untuk implementasi yang efektif.
Menurut Maulana & Nugroho (2019) terdapat empat syarat penting dalam pengelolaan diseminasi kebijakan untuk mendukung kelancaran implementasi. 
1. Masyarakat perlu memiliki rasa hormat terhadap otoritas pemerintah dalam menetapkan peraturan yang harus dipatuhi. 
2. Adanya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk menerima kebijakan, terutama ketika kebijakan tersebut dipandang logis. 
3. Keyakinan publik bahwa kebijakan telah dibuat melalui prosedur yang sah.
4. Meskipun suatu kebijakan mungkin awalnya menimbulkan kontroversi, seiring waktu kebijakan tersebut dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar oleh masyarakat.​​​​​​​​​​​​​​​​
Menurut Taufiqurakhman (2014) implementasi kebijakan dapat dimulai setelah terpenuhinya tiga prasyarat utama. Prasyarat tersebut meliputi perincian tujuan dan sasaran yang semula masih bersifat umum, penyusunan program-program aksi yang terencana, serta pengalokasian dana atau biaya yang memadai untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Menurut Suhu (2023) implementasi kebijakan menggambarkan kompleksitas yang sering dipengaruhi oleh nuansa politik akibat adanya intervensi dari berbagai kepentingan yang terlibat di dalam proses tersebut.
Menurut Patarai (2020) implementasi kebijakan sebagai suatu proses atau alur yang berkesinambungan. Model ini memberikan perspektif unik dengan melihat implementasi kebijakan dari sudut pandang perubahan sosial dan politik, dimana setiap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah memiliki tujuan fundamental untuk menciptakan perbaikan atau perubahan dalam kelompok masyarakat yang menjadi target sasaran.​​​​​​​​​​​​​​​​
Menurut George C. Edwards III (Pramono, 2020) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama yang saling terintegrasi dan saling mempengaruhi. Keempat variabel tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komunikasi 
Aspek komunikasi menjadi komponen vital dalam pelaksanaan kebijakan dimana para implementor harus memiliki pemahaman komprehensif tentang tugas dan tanggung jawabnya. Komunikasi yang efektif juga mencakup penyebarluasan informasi kepada kelompok target mengenai tujuan dan sasaran kebijakan untuk meminimalisir potensi penolakan atau resistensi dalam proses implementasi.
2. Sumber Daya
Efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya bertumpu pada aspek komunikasi, tetapi juga ketersediaan sumber daya yang mencukupi. Hal ini meliputi dua komponen utama yaitu sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan kebijakan, serta dukungan sumber daya finansial yang memadai untuk mengoperasionalkan program-program yang telah direncanakan.
3. Disposisi
Faktor disposisi berkaitan dengan karakter dan sikap yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan. Aspek-aspek seperti integritas, komitmen, kejujuran, dan nilai-nilai demokratis yang dimiliki implementor menjadi elemen krusial yang dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan.
4. Struktur Birokrasi
Kerangka organisasi birokrasi memiliki peran strategis dalam proses implementasi kebijakan. Untuk mengoptimalkan kinerja implementasi, dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berfungsi sebagai panduan teknis operasional bagi para implementor dalam menjalankan tugasnya. SOP menjadi instrumen penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas pelaksanaan kebijakan
B. Operasional Variabel Penelitian
Untuk mempermudah dalam menganalisa dan menghindari salah pengertian dan pemahaman terhadap penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan operasional variabel yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti:
1. Implementasi
Yang dimaksud dengan implementasi dalam penelitian ini adalah tindakan pelaksanaan atau penerapan program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Satlantas Polres Dumai dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah direncanakan di wilayah hukum Kota Dumai.
2. Kebijakan
Yang dimaksud dengan kebijakan dalam penelitian ini adalah serangkaian keputusan dan pedoman yang dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan Polres Dumai dan/atau Satlantas Polres Dumai sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan operasional kepolisian di bidang lalu lintas di Kota Dumai.
3. Implementasi Kebijakan
Yang dimaksud dengan implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Satlantas Polres Dumai yang mencakup tahap persiapan, sosialisasi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program di wilayah hukum Kota Dumai.
4. Tilang Elektronik (E-Tilang)
Yang dimaksud dengan tilang elektronik dalam penelitian ini adalah sistem penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan perangkat dan sistem informasi yang diterapkan oleh Satlantas Polres Dumai dalam rangka penegakan hukum lalu lintas di wilayah Kota Dumai.
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan konsep teori yang masih bersifat abstrak, maka akan dioperasionalkan konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (Pramono, 2020) sebagai berikut:
1. Komunikasi
Yang dimaksud dengan Komunikasi dalam penelitian ini adalah proses penyampaian informasi terkait kebijakan e-Tilang pada Satlantas Polres Dumai kepada petugas pelaksana dan masyarakat. Komunikasi yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan, yaitu meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas melalui teknologi elektronik. Komunikasi ini mencakup penyebaran informasi, kejelasan prosedur, dan pemahaman yang sama antara pihak yang terlibat. Maksudnya, kebijakan e-Tilang akan berhasil jika informasi tersampaikan dengan baik kepada petugas dan masyarakat Dumai sehingga mengurangi resistensi dan kesalahpahaman. Dalam penelitian ini dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Terdapat informasi mengenai kebijakan e-Tilang yang disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami.
b. Terdapat informasi mengenai besaran denda e-Tilang yang telah disampaikan secara jelas kepada pelanggar lalu lintas.
c. Terdapat sosialisasi kepada masyarakat mengenai alur dan prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui e-Tilang yang telah dilakukan secara jelas dan mudah dipahami.
d. Terdapat sosialisasi dan penyuluhan mengenai prosedur e-Tilang yang dilakukan secara rutin oleh petugas kepada masyarakat.
2. Sumber Daya
Yang dimaksud dengan Sumber Daya dalam penelitian ini adalah dukungan yang dimiliki Satlantas Polres Dumai untuk melaksanakan kebijakan E-Tilang secara efektif. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Maksudnya, kebijakan e-Tilang di Satlantas Polres Dumai tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Dalam penelitian ini dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:                                                     
a. Terdapat kemampuan petugas dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan e-Tilang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
b. Terdapat kompetensi yang memadai pada petugas dalam menangani pelanggaran lalu lintas melalui sistem e-Tilang.
c. Terdapat perangkat pendukung untuk pelaksanaan E-Tilang yang tersedia dan berfungsi dengan baik.
d. Terdapat kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi pelanggaran dan pembayaran denda e-Tilang melalui saluran resmi yang tersedia.
3. Disposisi
Yang dimaksud dengan Disposisi dalam penelitian ini adalah sikap dan komitmen petugas Satlantas Polres Dumai dalam melaksanakan kebijakan e-Tilang. Disposisi ini mencakup kejujuran, integritas, dan tanggung jawab petugas untuk menjalankan kebijakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Maksudnya, pelaksanaan kebijakan e-Tilang di Satlantas Polres Dumai membutuhkan petugas yang memiliki komitmen kuat untuk mendukung keberhasilan kebijakan, serta mampu mengatasi kendala yang muncul selama implementasi. Dalam penelitian ini dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut: 
a. Terdapat responsivitas yang baik dari petugas dalam menghadapi kendala atau pertanyaan masyarakat terkait e-Tilang.
b. Terdapat integritas dan kejujuran yang ditunjukkan oleh petugas dalam melaksanakan e-Tilang sesuai prosedur yang berlaku.
c. Terdapat sikap adil dari petugas dalam memperlakukan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan e-Tilang.
d. Terdapat komitmen dari petugas dalam melaksanakan kebijakan e-Tilang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.
4. Struktur Birokrasi
Yang dimaksud dengan Struktur Birokrasi dalam penelitian ini adalah sistem tata kelola dan prosedur yang mendukung implementasi kebijakan e-Tilang di Satlantas Polres Dumai. Struktur birokrasi yang baik meliputi adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas, koordinasi antarunit, dan penerapan sistem yang efektif. Maksudnya, keberhasilan kebijakan e-Tilang sangat dipengaruhi oleh kejelasan prosedur dan tata kelola yang diterapkan oleh Satlantas Polres Dumai. Dalam penelitian ini dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut: 
a. Terdapat pelaksanaan prosedur e-Tilang yang dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
b. Terdapat kesesuaian pada seluruh tahapan pelaksanaan e-Tilang yang berjalan tanpa adanya penyimpangan dari SOP.
c. Terdapat pelaksanaan kebijakan e-Tilang oleh petugas yang disertai dengan surat perintah tugas sebagai bukti pelaksanaan tugas.
d. Terdapat pengawasan yang baik dalam pelaksanaan e-Tilang untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari prosedur yang berlaku. 
Disetiap indikator terdiri dari 4 (empat) sub indikator yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam pembuatan angket penelitian. Setiap sub indikator tersebut akan diberikan kategori penilaian yaitu:

a. Baik		: diberi skor 3
b. Cukup baik	: diberi skor 2
c. Tidak baik		: diberi skor 1
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I. 

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kota Dumai, Provinsi Riau. Satlantas Polres Dumai merupakan unit kerja di bawah Kepolisian Resort Kota Dumai yang memiliki tugas pokok dalam bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Dumai.
Adapun dasar pertimbangan penulis mengambil lokasi penelitian pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai adalah sebagai berikut:
1. Satlantas Polres Dumai merupakan instansi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam implementasi kebijakan tilang elektronik (e-Tilang) di wilayah Kota Dumai. Sebagai ujung tombak dalam penerapan sistem tilang elektronik, instansi ini berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi penegakan hukum lalu lintas melalui sistem e-tilang.
2. Lokasi ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana implementasi kebijakan e-tilang diterapkan di lapangan, khususnya di Kota Dumai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pembelajaran berharga bagi pengembangan sistem serupa di kota-kota lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Kota Dumai.​​​​​​​​​​​​​​​​


B. Populasi dan Sampel
Menurut Rahim et al ( 2021), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya.
Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok utama, yaitu personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai dan masyarakat yang pernah terkena tilang elektronik di Kota Dumai. Populasi personel kepolisian mencakup seluruh anggota yang bertugas di lingkungan Satlantas Polres Dumai, mulai dari Kasatlantas, Kaur, Kanit, hingga personel yang berada di masing-masing unit pelaksana teknis, dengan total jumlah populasi sebanyak 51 orang.
Menurut Abdussamad (2021), sampel dalam penelitian adalah sebagian kecil anggota populasi yang dipilih menggunakan prosedur tertentu agar dapat mewakili populasi secara akurat. Untuk penarikan sampel pada personel Satlantas Polres Dumai menggunakan teknik sampling jenuh. Menurut Zulfikar et al. (2024), sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel yang melibatkan seluruh populasi sebagai sampel. Teknik ini digunakan ketika jumlah populasi relatif kecil atau peneliti ingin mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penelitiannya. Sampling jenuh juga dikenal dengan istilah sensus.
Sedangkan sampel untuk masyarakat menggunakan teknik incidental sampling. Menurut Sembiring et al. (2024), incidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara kebetulan, di mana siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dapat dipilih sebagai sampel jika dianggap cocok sebagai sumber data.
Penelitian ini dilakukan selama 22 hari kerja, sehingga untuk 1 hari kerja penulis menetapkan sebanyak 3 responden yang pernah terkena tilang elektronik. Adapun cara penentuan sampel untuk masyarakat yaitu 3 responden x 22 hari kerja = 66 responden, maka jumlah sampel untuk masyarakat selama 22 hari kerja adalah 66 responden. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada table III.1 dibawah ini:
[bookmark: _Toc206408850][bookmark: _Toc206408913]Tabel III. 1
Keadaan Populasi dan Sampel Pada Satlantas Polres Dumai
	No
	Sub Populasi
	Populasi
	Sampel
	Persentase
( %)

	1
	Kapolres
	1
	1
	100%

	2
	Kasatlantas
	1
	1
	100%

	3
	Kaur Bin Opsnal
	1
	1
	100%

	4
	Baur Tilang 
	4
	4
	100%

	5
	Kaur Min
	1
	1
	100%

	6
	Baur Min
	2
	2
	100%

	7
	Kanit Kamsel
	1
	1
	100%

	8
	Banit Kamsel
	3
	3
	100%

	9
	Kanit Turjagwali
	1
	1
	100%

	10
	Banit Turjagwali
	9
	9
	100%

	11
	Kanit Regident
	1
	1
	100%

	12
	Banit Regident
	16
	16
	100%

	13
	Kanit Gakkum
	1
	1
	100%

	14
	Banit Gakkum
	9
	9
	100%

	15
	Masyarakat
	66
	66
	-

	Jumlah (Orang)
	117
	117
	-


Sumber Data: Satlantas Polres Dumai Tahun 2024
C. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dipelukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data Primer
Menurut Naamy (2019), data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utamanya. Jenis data primer yaitu data yang dikumpulkan kemudian diolah. Data Primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari para responden pada saat melakukan penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan tentang Implementasi Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) pada Satlantas Polres Dumai yaitu:
a. Komunikasi
b. Sumber daya
c. Disposisi
d. Struktur birokrasi
2. Data Sekunder
Menurut Naamy (2019), data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya, dimana peneliti bertindak sebagai pihak yang kedua dalam pengumpulan data tersebut. Dimana data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian di Satlantas Polres Dumai. Adapun data-data tersebut sebagai berikut:
a. Sejarah singkat Satlantas Polres Dumai
b. Visi dan Misi Satlantas Polres Dumai
c. Struktur Organisasi Satlantas Polres Dumai
d. Keadaan dan komposisi personel Satlantas Polres Dumai
e. Tugas pokok dan fungsi Satlantas Polres Dumai
f. Data-data lain yang dianggap berkaitan
D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan Data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutunkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan, Maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi
Menurut Sembiring et al. (2024), observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap fenomena yang diamati, dengan pencatatan hasil pengamatan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses implementasi kebijakan tilang elektronik (e-tilang) pada Satlantas Polres Dumai.
2. Wawancara
Menurut Sinaga (2023), wawancara adalah interaksi antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga makna dalam suatu topik dapat dibentuk. Teknik ini digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari responden mengenai implementasi kebijakan e-tilang, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap proses penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Dumai.
3. Angket
Menurut Sembiring et al. (2024), angket adalah serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada seseorang dengan tujuan agar mereka memberikan respons yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dalam penelitian ini, angket dibuat dan disebar untuk memperoleh jawaban tentang implementasi kebijakan tilang elektronik di Kota Dumai.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang
peneliti apabila data tersebut telah didapatkan dari para responden, maka
tahap selanjutnya dilakukan proses pengelompokkan data yang sesuai
dengan indikator penelitian serta melakukan perhitungan untuk menjawab
rumusan masalah penelitian. Analisa data dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode kuantitatif.
Menurut  Abdullah et al., (2022) metode penelitian kuantitatif merupakan suatu kajian mengenai isu sosial yang didasarkan pada pengujian teori yang melibatkan variabel-variabel, yang diukur menggunakan angka, dan dianalisis melalui metode statistik untuk mengetahui apakah teori tersebut dapat digeneralisasi secara prediktif. Sebagai alat uji perhitungan yang berkaitan dengan masalah
penelitian sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. 
Adapun pengukuran data yang penulis gunakan untuk menganalisis
data dalam penelitian ini penulis menggunakan Skala Likert. Menurut
Abdullah et al. (2022) Skala Likert adalah jenis skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pandangan, atau persepsi individu atau kelompok terhadap suatu fenomena tertentu dalam masyarakat., maka dalam penelitian ini penulis menetapakan rentang skor 1-3 jawaban dari para responden yaitu Baik (B) diberi skor 3, Cukup Baik (CB) diberi skor 2 dan Tidak Baik (TB) diberi skor 1.
Kemudian untuk mengukur hasil dari keseluruhan jawaban dari
masing-masing indikator dan sub indikator yang penulis peroleh dari para
responden penulis menggunakan skala interval. Jumlah sampel dalam
penilitian ini sebanyak 117 responden dan pertanyaan yang penulis ajukan
kepada para responden sebanyak 16 pertanyaan yang mencakup 4
indikator. 
Untuk menentukan kategori penilaian terhadap setiap indikator dan
variabel penelitian, ditentukan dengan rumusan yang dikemukakan oleh
Lindetal dalam (Zulganef, 2018), maka tahap awal yang harus dilakukan
yaitu menghitung skor tertinggi dan skor terendah (Zulganef, 2018). Berikut
ini cara untuk memperoleh interval dari setiap indikator dan variabel
penelitian sebagai berikut:
1. Pengukuran untuk setiap indikator penelitian
a. Skor tertinggi 	= 3 x 4 x 117 = 1.404
b. Skor terendah	= 1 x 4 x 117 = 468
Selanjutya menentukan interval kelas (i) menggunakan rumus yang
   dikemukakan Lindetal dalam (Zulganef, 2018) yaitu:

Keterangan:
 = interval
H = nilai data tertinggi
L = nilai data terendah
K = jumlah kelas
Berdasarkan rumus tersebut dapat diketahui bahwa interval skor
dalam penelitian ini yaitu:



Dengan demikian penentuan skor untuk setiap indikator dalam
penelitian ini akan dianalisa berdasarkan kategori penilaian sebagai berikut:
	Kategori Penilian
	Interval Skor

	Baik (B)
	1.093-1.404

	Cukup Baik (CB)
	781-1.092

	Tidak Baik (TB)
	468-780




Untuk mengetahui lebih jelas kriteria yang telah ditetapkan dari skor
yang diperoleh untuk setiap indikator dalam penelitian ini dapat dilihat
berdasarkan garis kontinum dibawah ini:
		
468	TB	780            CB	              1.092               B	            1.404
2. Pengukuran untuk setiap sub indikator
a. Skor tertinggi		= 3 x 16 x 117 = 5.616
b. Skor terendah	= 1 x 16 x 117 = 1.872
Selanjutya menentukan interval kelas (i) menggunakan rumus yang
dikemukakan Lind et al dalam (Zulganef, 2018) yaitu:

Keterangan:
 = interval
H = nilai data tertinggi
L = nilai data terendah
K = jumlah kelas



Dengan demikian penentuan skor untuk setiap variabel penelitian
akan dianalisa berdasarkan kategori penilaian sebagai berikut:
	Kategori Penilaian
	Interval Skor

	Baik (B)
	4.369-5.616

	Cukup Baik (CB)
	3.121-4.368

	Tidak Baik (TB)
	1.872-3.120




Untuk mengetahui lebih jelas kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh untuk setiap variabel penelitian dapat dilihat berdasarkan garis kontinum dibawah ini: 

1.872	TB 	3.120	CB	4.368 	B		5.616
Dalam membahas hasil jawaban dari responden, penulis menyajikan data yang mencakup frekuensi dari skoring serta diagram pie dan garis kontinum.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM SATLANTAS POLRES DUMAI
A. Sejarah Satlantas Polres Dumai
Polres Dumai merupakan singkatan dari Kepolisian Resor Dumai, yang merupakan salah satu satuan kewilayahan di bawah Kepolisian Daerah Riau dan bermarkas di Jalan Jenderal Sudirman No. 01, Kota Dumai. Polres Dumai didirikan pada tahun 1953 dengan bangunan awal berupa Markas Komando Pos Dumai.
Pada sekitar tahun 1974, terdapat rencana pemindahan ibu kota Kabupaten Bengkalis ke Dumai. Rencana ini direspons cepat oleh instansi terkait, khususnya Kodim 0303 Bengkalis dan Polres Bengkalis, dengan melakukan relokasi Markas Polres Bengkalis ke Dumai, meskipun secara administratif wilayah Kabupaten Bengkalis saat itu masih berkedudukan di Pulau Bengkalis. Sementara itu, Kantor Bupati dan perangkat pemerintahan Kabupaten Bengkalis tetap berada di Bengkalis.
Berdasarkan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1999 dan Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999, wilayah Kabupaten Bengkalis mengalami pemekaran menjadi empat wilayah administratif, yaitu: Kabupaten Bengkalis (Kabupaten Induk), Kota Dumai, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hilir.
Meskipun secara administratif wilayah-wilayah tersebut telah dimekarkan, Polres Bengkalis yang saat itu telah berkedudukan di Dumai tetap memikul tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di keempat wilayah pemerintahan tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama pasca reformasi tahun 1998, ketika terjadi peningkatan eskalasi gangguan keamanan seperti kekerasan, pembakaran, penjarahan, dan maraknya aksi premanisme yang tersebar di berbagai wilayah hukum Polres Bengkalis.
Menghadapi kondisi tersebut dan mempertimbangkan luas serta kompleksitas wilayah hukum yang harus diawasi, pada tahun 2003, status Polresta Dumai diubah namanya menjadi Polres Dumai. Selanjutnya, gedung baru Polres Dumai yang digunakan saat ini diresmikan kembali pada tahun 2009.
Secara struktural, Polres Dumai dipimpin oleh Kapolres dan Wakapolres, serta memiliki tugas pokok dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta sebagai penegak hukum di wilayah Kota Dumai. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polres Dumai membawahi 7 Kepolisian Sektor (Polsek), yaitu: Polsek Bukit Kapur, Polsek Medang Kampai, Polsek Sungai Sembilan, Polsek Dumai Barat, Polsek Dumai Timur, Polsek Dumai Kota, dan Polsek Kawasan Pelabuhan Kota Dumai.
Adapun Visi Polres Dumai adalah “Terwujudnya Pemerintahan yang terbaik melalui pelayanan prima terhadap masyarakat dan menjadi Penyidik yang Profesional, Proporsional, Bermoral dengan menjunjung tinggi Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia”.
Kemudian untuk mempermudah pencapaian Visi tersebut, maka dibentuk Misi pada Polres Dumai, yaitu:
1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan tugas aparatur serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan dan penyidikan.
3. Melaksanakan penegakan hukum secara transparan dan akuntabel
4. Melindungi dan melayani masyarakat di bidang penegakan hukum.  
5. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
B. Visi dan Misi Satlantas Polres Dumai
Visi Satlantas Polres Dumai adalah “Terwujudnya pelayanan Kamseltibcarlantas yang prima dan unggul, penegakkan hukum yang tegas dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas serta terjalinnya sinergi Polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan Kamdagri”.
Sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Satlantas Polres Dumai memiliki misi yang akan dijalankan melalui berbagai  program dan kegiatan strategis, yaitu: 
5. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam rangka upaya menangkal dan mecegah potensi gangguan keamanan di jalan serta menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas orang dan barang;
6. Melaksanakan penegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional dan efektif di bidang lalu lintas serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif, dalam rangka menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengembangkan Sinergitas Polisional yang proaktif berbasis pada masyarakat patuh dan sadar hukum;
8. Menjamin keberhasilan penanggulangan permasalahan lalu lintas guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan dalam negeri;
9. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polantas guna mendukung tugas Polri;
10. Mewujudkan budaya tertib lalu lintas dengan terus melaksanakan kampanye pelopor keselamatan berlalu lintas;
11. Mengembangkan sarana dan prasarana di bidang lalu lintas sesuai tuntutan dan harapan masyakarat serta optimalisasi pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas angkutan jalan dalam rangka menjamin pelayanan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas kepada masyarakat.
C. Keadaan dan Komposisi Pegawai pada Satlantas Polres Dumai
Pegawai merupakan unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Oleh karena itu, perhatian pimpinan terhadap pembinaan pegawai menjadi faktor kunci dalam memastikan tercapainya kinerja yang optimal. Hal ini juga berlaku di Satlantas Polres Dumai, yang sebagai unit pelayanan publik menuntut kesiapan dan kualitas sumber daya manusia yang baik. Dengan pengelolaan yang efektif, tujuan organisasi dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
Adapun keadaan dan komposisi Anggota pada Satlantas Polres Dumai adalah sebagai berikut:
1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dalam menganalisis keadaan pegawai pada Satlantas Polres Dumai, penting untuk mengetahui komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin. Data ini memberikan gambaran mengenai proporsi antara pegawai laki-laki dan perempuan di lingkungan tersebut. Adapun keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin pada Satlantas Polres Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc206409367]Tabel IV. 1 
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Satlantas Polres Dumai
	No
	Jenis Kelamin
	Pegawai
	Jumlah
	Persentase (%)

	
	
	Polri
	Honorer
	
	

	1
	Laki-laki
	45
	7
	52
	73,24%

	2
	Perempuan
	6
	13
	19
	26,76%

	Jumlah
	51
	20
	71
	100%


Sumber Data: Satlantas Polres Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan tabel IV.1, keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin di Satlantas Polres Dumai menunjukkan bahwa mayoritas pegawai adalah laki-laki, dengan jumlah 52 orang, atau sekitar 73,24% dari total pegawai. Sedangkan pegawai perempuan berjumlah 19 orang, yang setara dengan 26,76% dari total pegawai, menggambarkan proporsi pegawai perempuan yang lebih sedikit.

2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Umur
Pegawai pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai memiliki rentang usia yang cukup beragam. Keberagaman ini memberikan dampak signifikan terhadap dinamika kerja di lingkungan satuan, di mana usia pegawai turut memengaruhi tingkat pengalaman, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta cara pandang dalam melaksanakan tugas. Variasi usia tersebut juga berpotensi menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan saling menghargai antar generasi. Adapun keadaan pegawai berdasarkan kelompok usia pada Satlantas Polres Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc206409368]Tabel IV. 2 
Keadaan Pegawai Berdasarkan Umur pada Satlantas Polres Dumai
	No
	Umur
	Pegawai
	Jumlah
(Orang)
	Persentase
(%)

	
	
	Polri
	Honorer
	
	

	1
	21-30 Tahun
	20
	16
	36
	50,70%

	2
	31-40 Tahun
	21
	4
	25
	35,21%

	3
	41-50 Tahun
	8
	-
	8
	11,27%

	4
	51-60 Tahun
	2
	-
	2
	2,82%

	Jumlah
	51
	20
	71
	100%


Sumber Data: Satlantas Polres Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.2, komposisi pegawai Satlantas Polres Dumai Tahun 2025 menunjukkan bahwa kelompok usia 21–30 tahun mendominasi dengan jumlah 36 orang atau 50,70% dari total pegawai. Kelompok usia 31–40 tahun berada di posisi kedua dengan jumlah 25 orang atau 35,21%. Sementara itu, pegawai berusia 41–50 tahun berjumlah 8 orang atau 11,27%, dan kelompok usia 51–60 tahun merupakan yang paling sedikit, yaitu 2 orang atau 2,82%. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai berada pada rentang usia produktif muda.
3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Setiap organisasi memerlukan anggota organisasinya yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai pekerjaan, sebab sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penting bagi suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Hal penting yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam bekerja adalah latar belakang pendidikan formal. Latar belakang pendidikan akan dapat pula memberikan kemudahan bagi pimpinan organisasi baik dalam bidang pekerjaan maupun pemberian pelatihan. Adapun tingkat pendidikan pegawai pada Satlantas Polres Dumai dapat diketahui melalui tabel berikut:
[bookmark: _Toc206409369]Tabel IV. 3 
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Satlantas Polres Dumai
	No
	Pendidikan
	Pegawai
	Jumlah (Orang)
	Persentase
(%)

	
	
	Polri
	Honorer
	
	

	1
	S2
	2
	-
	2
	2,82%

	2
	S1
	20
	7
	27
	38,03%

	3
	D3
	-
	2
	2
	2,82%

	4
	SMA
	29
	11
	40
	56,34%

	Jumlah
	51
	20
	71
	100%


Sumber Data: Satlantas Polres Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan tabel IV.3, komposisi pegawai Satlantas Polres Dumai Tahun 2025 menunjukkan bahwa mayoritas pegawai memiliki tingkat pendidikan SMA, yaitu sebanyak 40 orang atau 56,34% dari total pegawai. Pegawai dengan pendidikan S1 menempati urutan kedua, berjumlah 27 orang atau 38,03%. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan S2 dan D3 masing-masing berjumlah 2 orang atau 2,82%. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan menengah, sementara lulusan perguruan tinggi (S1, S2, dan D3) memiliki proporsi yang lebih kecil.
4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat
Pangkat merupakan salah satu indikator struktur jenjang kepangkatan dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di Satlantas Polres Dumai, status pangkat mencerminkan tingkat kewenangan, tanggung jawab, serta pengalaman masing-masing personel. Komposisi pegawai berdasarkan pangkat juga memberikan gambaran mengenai distribusi peran dalam pelaksanaan tugas, baik di tingkat pelaksana hingga pengawas. Adapun jumlah pegawai berdasarkan pangkat di Satlantas Polres Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc206409370]Tabel IV. 4 
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat pada Satlantas Polres Dumai
	No
	Pangkat
	Jumlah
(Orang)
	Persentase
(%)

	1
	Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)
	1
	1,41%

	2
	Ajun Komisaris Polisi (AKP)
	1
	1,41%

	3
	Inspektur Polisi Satu (IPTU)
	3
	4,23%

	4
	Inspektur Polisi Dua (IPDA)
	1
	1,41%

	5
	Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU)
	6
	8,45%

	6
	Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA)
	13
	18,31%

	7
	Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA)
	8
	11,27%

	9
	Brigadir Polisi Satu (BRIPTU)
	4
	5,63%

	10
	Brigadir Polisi Dua (BRIPDA)
	14
	19,72%

	11
	Honorer
	20
	28,17%

	Jumlah
	71
	100%


Sumber Data: Satlantas Polres Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan tabel IV.4, pangkat tertinggi diisi oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Ajun Komisaris Polisi (AKP), masing-masing sebanyak 1 orang dengan persentase 1,41%. Selanjutnya, Inspektur Polisi Satu (IPTU) sebanyak 3 orang dengan persentase 4,23%, Inspektur Polisi Dua (IPDA) sebanyak 1 orang dengan persentase 1,41%, Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) sebanyak 6 orang dengan persentase 8,45%, dan Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) merupakan yang terbanyak dalam kategori perwira, yaitu sebanyak 13 orang dengan persentase 18,31%.
Pada jenjang bintara, Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) berjumlah 8 orang dengan persentase 11,27%, Brigadir Polisi Satu (BRIPTU) sebanyak 4 orang dengan persentase 5,63%, dan Brigadir Polisi Dua (BRIPDA) sebanyak 14 orang dengan persentase 19,72%. Selain itu, terdapat 20 orang tenaga honorer yang mencakup 28,17% dari total pegawai.
5. Keadaan Pegawai Berdasarkan Bidang Kerja
Pembagian pegawai berdasarkan bidang kerja di Satlantas Polres Dumai mencerminkan spesialisasi tugas dalam mendukung kelancaran fungsi operasional satuan. Setiap bidang memiliki peran strategis. Penempatan pegawai sesuai bidang kerja bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja satuan. Adapun komposisi pegawai berdasarkan bidang kerja dapat dilihat pada tabel berikut:


[bookmark: _Toc206409371]Tabel IV. 5 
Keadaan Pegawai Berdasarkan Bidang Kerja pada Satlantas Polres Dumai
	No
	Bidang Kerja
	Jumlah
(Orang)
	Persentase 
(%)

	1
	Kapolres
	1
	1,41%

	2
	Kasat Lantas
	1
	1,41%

	3
	Kaur Bin Opsnal
	1
	1,41%

	4
	Baur Tilang
	4
	5,63%

	5
	Kaur Min
	1
	1,41%

	6
	Baur Min
	2
	2,82%

	7
	Kanit Kamsel
	1
	1,41%

	8
	Banit Kamsel
	3
	4,23%

	19
	Kanit Turjagwali
	1
	1,41%

	10
	Banit Turjagwali
	9
	12,68%

	11
	Kanit Regident
	1
	1,41%

	12
	Banit Regident
	16
	22,54%

	13
	Kanit Gakkum
	1
	1,41%

	14
	Banit Gakkum
	9
	12,68%

	15
	Honorer
	20
	28,17%

	
	Jumlah
	71
	100%


Sumber Data: Satlantas Polres Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.5, jumlah pegawai pada Satlantas Polres Dumai Tahun 2025 tercatat sebanyak 71 orang yang tersebar dalam berbagai bidang kerja. Bidang kerja dengan jumlah pegawai terbanyak adalah Honorer sebanyak 20 orang atau sekitar 28,17%% dari keseluruhan pegawai. Selain itu, pegawai dalam posisi Banit Regident berjumlah 16 orang (22,54%), sedangkan Banit Gakkum dan Banit Turjawali masing-masing berjumlah 9 orang (12,68%). Baur Tilang memiliki 4 orang pegawai (5,63%).
Posisi lainnya seperti Baur Min diisi 2 orang pegawai (2,82%), sementara Banit Kamsel memiliki 3 orang pegawai (4,23%). Beberapa jabatan struktural seperti Kapolres, Kasat Lantas, Kaur Bin Opsnal, Kaur Min, Kanit Kamsel, Kanit Turjawali, Kanit Regident, dan Kanit Gakkum masing-masing hanya diisi oleh 1 orang pegawai (1,41%). 
6. Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja
Masa kerja merupakan indikator pengalaman dan tingkat kedalaman pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsi organisasi. Di Satlantas Polres Dumai, perbedaan masa kerja antarpersonel mencerminkan keberagaman dalam hal pengalaman operasional maupun administratif. Pegawai dengan masa kerja yang lebih panjang cenderung memiliki keterampilan dan wawasan yang lebih matang, sementara pegawai dengan masa kerja lebih singkat umumnya menunjukkan semangat adaptif dan responsif terhadap perubahan. Adapun komposisi pegawai berdasarkan masa kerja di Satlantas Polres Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc206409372]Tabel IV. 6 
Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja pada Satlantas Polres Dumai
	No
	Masa Kerja
	Pegawai
	Jumlah (Orang)
	Persentase
(%)

	
	
	Polri
	Honorer
	
	

	1
	1-10 Tahun
	20
	18
	38
	53,52%

	2
	11-20 Tahun
	14
	2
	16
	22,54%

	3
	21-30 Tahun
	17
	-
	17
	23,94%

	4
	31-40 Tahun
	-
	-
	-
	-

	
	Jumlah
	51
	20
	71
	100%


Sumber Data: Satlantas Polres Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan tabel IV.6, keadaan pegawai berdasarkan masa kerja di Satlantas Polres Dumai menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada rentang masa kerja 1 hingga 10 tahun, dengan jumlah 38 orang yang terdiri dari 20 pegawai Polri dan 18 honorer, atau sebesar 53,52%% dari total pegawai. Selanjutnya, pegawai dengan masa kerja 11 hingga 20 tahun berjumlah 16 orang, terdiri dari 14 Polri dan 2 honorer, atau sebesar 22,54%. Sementara itu, sebanyak 17 orang pegawai Polri memiliki masa kerja 21 hingga 30 tahun, yang mencakup 23,94% dari keseluruhan pegawai.
D. Struktur Organisasi pada Satlantas Polres Dumai
Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar unit kerja dalam suatu instansi untuk mencapai tujuan bersama. Struktur ini menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya manusia serta alur koordinasi dan komunikasi antar bagian, agar seluruh proses kerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Struktur organisasi juga berfungsi sebagai landasan dalam menentukan posisi, peran, serta hubungan kerja antar bagian, sehingga setiap anggota memahami tugas pokok dan fungsinya secara jelas. 

Di lingkungan Satlantas Polres Dumai, struktur organisasi disusun secara hierarkis dan terkoordinasi, mencerminkan sistem komando dan pelaporan yang jelas dari setiap unit pelaksana hingga ke tingkat pimpinan. Hal ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama Satlantas dalam bidang lalu lintas, mulai dari pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, hingga pelayanan administrasi kepada masyarakat. Adapun susunan organisasi pada Satlantas Polres Dumai dapat dilihat pada uraian berikut.
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Bagan IV. 1 
Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Dumai
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Sumber Data: Satuan Lalu Lintas Polres Dumai, Tahun 2025
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Satlantas bertugas melaksanakan Turjagwali lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas (Kamsel), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satuan lalu lintas (Satlantas) dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Satlantas menyelenggarakan fungsi:
a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.
1. Kapolres
Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada dibawah Kapolda, dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas:
a. Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi di Lingkungan Polres dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya;
b. Memberikan Saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Kasat Lantas 
a. Pembinaan lalu lintas Kepolisian;
b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
c. Pelaksanaan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
f. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan Pimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi Polres Dumai maupun dalam hubungannya dengan Instansi Pemerintah dan lembaga  lainnya.
g. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
h. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.
3. Kaur Binopsnal
a. Merumuskan, mengembangkan prosedur tata cara kerja serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya;
b. Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan Opstin maupun Opssus Lalu lintas;
c. Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan perkara laka lantas maupun gar lantas;
d. Mengatur, mengelola tahanan dan barang bukti dalam perkara laka lantas dan gar lantas;
e. Menyelengarakan kegiatan pulahjianta/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan tugas operasional;
f. Mewakili Kasat Lantas.
4. Baur Tilang
a. Mendukung pelaksanaan administrasi tilang di bawah Kaur Bin Ops
b. Mengurus blangko tilang, meregister seluruh pelanggaran, dan mengirim berkas ke pengadilan
c. Menyediakan laporan harian, mingguan, bulanan tentang tilangprosedur tilang.
5. Kaur Mintu
a. Melaksanakan pengelolaan administrasi pada Sat Lantas;
b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada Sat Lantas;
c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada Sat Lantas;
d. Menyusun produk perencanaan dan anggaran;
e. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
6. Baur Mintu
a. Melaksanakan kegiatan adminitrasi surat menyurat (agenda, pengarsipan, pendistribusian);
b. Membuat surat-surat yang berkaitan dengan tugas Urbinops;
c. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan naskah;
d. Membantu melaksanakan tugas kesiapan perkantoran; dan
e. Membuat laporan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan tugas Urbinops;
7. Kanit Kamsel
a. Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan seluruh anggota Unit Kamsel;
b. Membuat jadwal pelaksana Dikmas Lantas dan mengawasi pelaksanaannya;
c. Melaksanakan Rekayasa Lantas;
d. Mengevaluasi pelaksanaan Dikmas dan Rekayasa lantas sebagai bahan Pulahjianta Bidang Kamsel;
e. Koordinasi dengan Instansi terkait (Dishub, PU dan Dinas Pendidikan) dalam terlaksananya Program Kamsel.
8. Banit Kamsel
a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan keselamatan lalu lintas.
b. Membantu pelaksanaan rekayasa lalu lintas ringan di lapangan.
c. Dokumentasi dan pelaporan kegiatan Dikmas Lantas.
9. Kanit Turjagwali
a. Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan seluruh anggota Unit Turjawali;
b. Membuat jadwal pelaksana patroli dan mengawasi pelaksanaannya;
c. Melaksanakan pengawalan lalu lintas;
d. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan penjagaan dan pengaturan lalu lintas;
e. Mengevaluasi pelaksanaan turjawali lantas sebagai bahan Pulahjianta Bidang Turjawali Lantas.
10. Banit Turjagwali
a. Menindak lanjuti/petunjukarahan perintah Pimpinan;
b. Melaksanakan apel guna mendapatkan informasi atau berita tentang giat rutin;
c. Melaksanakan tugas penjagaan dan pengaturan pada titik penugasan yang telah ditentukan;
d. Melaporkan setiap hasil tugas kepada pimpinan secara berjenjang
e. Kerja sama antar individu maupun regu dalam melaksanakan tugas penjagaan dan pengaturan lalu lintas.
11. Kanit Regident
a. Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan seluruh anggota Unit Reg ident Lantas;
b. Menyelenggarakan administrasi staf dan operasional bidang SSB (Surat-Surat Bermotor) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan SSB;
c. Koordinasi dengan Instansi terkait (Dipenda,Jasa Raharja) dalam terlaksananya pelayanan SSB kepada Masyarakat;
d. Menerima, mendistribusikan material SSB dan mengawasi penggunaannya;
e. Melaksanakan upaya-upaya untuk menjamin sarana identifikasi yang diterbitkan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
f. Melaksanakan dan mengawasi administrasi keuangan (PNBP) yang berasal dari dana SSB;
g. Mengevaluasi pelaksanan penerbitan SSB secara periodik.
12. Banit Regident
a. Melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat (uji teori/praktik SIM, verifikasi STNK).
b. Entri data registrasi dan identifikasi kendaraan serta pengemudi.
c. Mendukung kelancaran operasional pelayanan Regident.

13. KANIT GAKKUM
a. Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan seluruh angota Unit Gakkum Lantas;
b. Menyelenggarakan administrasi penyidikan Laka lantas;
c.  Mengatur tatalaksana penyimpanan barang bukti ranmor yang berasal dari kasus laka lantas
d. Menyelengarakan kegiatan pulahjianta/informasi tentang kasus laka lantas;
e. Mengawasi penyidik pembantu dalam proses penyidikan kasus laka lantas;
f. Membuat anev laka lantas secara periodik sebagai bahan pulahjianta bidang Laka lantas;
g. Inventarisir tunggakan kasus serta kendala dan langkah-langkah yang akan diambil dalam penyelesaian tunggakan kasus;
h. Koordinasi dengan Instansi terkait (Kejaksaan dan Pengadilan) dalam terlaksananya Proses peradilan kasus Laka Lantas.
14. Banit Gakkum
a. Melaksanakan penyidikan awal kecelakaan lalu lintas.
b. Mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi.
c. Membantu proses pelimpahan berkas perkara ke pihak kejaksaan.
E. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan suatu organisasi. Sarana merujuk pada segala perlengkapan atau alat yang secara langsung digunakan dalam proses kerja, sedangkan prasarana adalah fasilitas penunjang yang memungkinkan kegiatan organisasi berjalan dengan lancar. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor pendukung utama dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang baik, pelaksanaan tugas dan fungsi institusi tidak akan berjalan secara optimal. Untuk melihat bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di Satlantas Polres Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc206409373]Tabel IV. 7 
Sarana dan Prasarana pada Satlantas Polres Dumai
	No
	Sarana dan Prasarana
	Jumlah (Unit)
	Kondisi

	
	
	
	Baik
	Rusak

	1
	Laptop
	6
	5
	1

	2
	Komputer
	25
	23
	2

	3
	Printer
	12
	10
	2

	4
	Meja Kerja
	30
	27
	3

	5
	Kursi Kerja
	35
	33
	2

	6
	Kursi Tamu
	20
	20
	-

	7
	Lemari
	30
	28
	2

	8
	Air Conditioner (AC)
	21
	21
	-

	9
	Televisi
	6
	6
	-

	10
	CCTV
	24
	24
	-

	11
	Kendaraan Patroli
	15
	15
	-

	12
	Hand Talky (HT)
	52
	52
	-

	13
	Alat Perekam Pelanggaran Lalu Lintas
	1
	1
	-

	14
	Gedung Kantor
	1
	1
	-

	15
	Toilet
	1
	1
	-

	16
	Parkir
	1
	1
	-


Sumber Data: Satlantas Polres Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.7, sarana dan prasarana di Satlantas Polres Dumai sebagian besar dalam kondisi baik. Beberapa peralatan mengalami kerusakan, seperti Laptop (1 unit rusak), Komputer (2 unit rusak), Printer (2 unit rusak), dan Meja Kerja (3 unit rusak). Namun, peralatan penting seperti AC, CCTV, Televisi, Kendaraan Patroli, dan Hand Talky (HT) semuanya dalam kondisi baik. Sarana pendukung lainnya seperti Alat Perekam Pelanggaran, Gedung Kantor, Toilet, dan Parkir juga berfungsi dengan baik. Sebagian besar sarana mendukung kelancaran operasional dengan sedikit kerusakan pada beberapa unit.
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II. 

BAB V
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) PADA SATUAN LALU LINTAS (SATLANTAS) POLRES DUMAI
A. Identitas Responden
 Identitas responden merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian, karena memberikan gambaran umum mengenai karakteristik masyarakat yang terlibat dalam proses pengumpulan data. Informasi mengenai jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan membantu peneliti memahami bagaimana persepsi masyarakat terhadap terhadap pelaksanaan kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) di wilayah hukum Polres Dumai.
Dalam menelaah implementasi kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) pada Satlantas Polres Dumai, penulis menyebarkan angket sebagai instrumen untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman, penerimaan, serta tanggapan mereka terhadap kebijakan tersebut. Untuk melihat karakteristik responden dalam penelitian ini, dapat dilihat sebagai berikut:
1. [bookmark: _Hlk210684331]Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Perbedaan jenis kelamin dapat mempengaruhi cara pandang dan pengalaman dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini, responden terdiri dari laki-laki dan perempuan yang memiliki latar belakang serta pemahaman berbeda, sehingga memberikan variasi perspektif terhadap isu yang diteliti.  Hal ini dapat dilihat pada tabel V.1 dibawah ini.

[bookmark: _Toc206409374]Tabel V. 1 
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Responden
	Jumlah (Orang)
	Persentase
(%)

	
	
	Polri
	Masyarakat
	
	

	1
	Laki-laki
	45
	39
	84
	71,11%

	2
	Perempuan
	6
	27
	33
	38,89%

	Jumlah
	51
	66
	117
	100%


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.1 di atas, dapat diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 84 orang (71,11%), sedangkan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 33 orang (38,89%).  Data ini menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan.
2. [bookmark: _Hlk210684366]Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia
Usia responden merupakan salah satu aspek demografis yang penting dalam sebuah penelitian. Perbedaan usia mencerminkan variasi tingkat kedewasaan, pengalaman, serta cara berpikir dalam merespons suatu isu atau kebijakan. Dalam penelitian ini, responden berasal dari berbagai kelompok usia, sehingga memberikan gambaran yang beragam dalam penyampaian pendapat dan pandangan mereka. Hal ini dapat dilihat pada tabel V.2 dibawah ini.
[bookmark: _Toc206409375]Tabel V. 2 
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia
	No
	Tingkat Usia (Tahun)
	Responden
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	
	
	Polri
	Masyarakat
	
	

	1
	21-30
	20
	24
	44
	37,61%

	2
	31-40
	21
	22
	43
	36,75%

	3
	41-50
	8
	15
	23
	19,66%

	4
	51-60
	2
	5
	7
	5,98%

	Jumlah
	51
	66
	117
	100%


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.2 di atas, Berdasarkan Tabel V.2 di atas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini memiliki rentang usia yang bervariasi. Responden dengan usia 21–30 tahun merupakan kelompok terbanyak, yaitu sebanyak 44 orang atau 37,61%. Selanjutnya, kelompok usia 31–40 tahun berjumlah 43 orang (36,75%), kemudian diikuti oleh kelompok usia 41–50 tahun sebanyak 23 orang (19,66%), dan kelompok usia 51–60 tahun sebanyak 7 orang (5,98%). Variasi usia ini mencerminkan bahwa penelitian melibatkan berbagai kelompok umur, yang memberikan sudut pandang beragam terhadap isi instrumen yang digunakan.
3. [bookmark: _Hlk210684387]Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mencerminkan kemampuan responden dalam memahami informasi dan menyampaikan pendapat secara rasional. Responden dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Keberagaman ini memberikan kontribusi terhadap variasi pemikiran dan sudut pandang dalam mengisi instrumen penelitian. Hal ini dapat dilihat pada tabel V.3 dibawah ini.
[bookmark: _Toc206409376]Tabel V. 3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Tingkat Pendidikan
	Responden
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	
	
	Polri
	Masyarakat
	
	

	1
	S2
	2
	-
	2
	1,71%

	2
	S1
	20
	12
	32
	27,35%

	3
	D3
	-
	4
	4
	3,42%

	4
	SMA
	29
	38
	67
	57,26%

	5
	SMP
	-
	7
	7
	5,98%

	6
	SD
	-
	5
	5
	4,27%

	
	Jumlah
	51
	66
	117
	100%


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.3 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA, yaitu sebanyak 67 orang atau sebesar 57,26%. Kelompok berikutnya adalah responden dengan pendidikan S1 sebanyak 32 orang (27,35%), lalu disusul oleh responden berpendidikan SMP sebanyak 7 orang (5,98%), SD sebanyak 5 orang (4,27%), dan D3 sebanyak 4 orang (3,42%). Sementara itu, responden dengan pendidikan S2 yaitu hanya 2 orang atau 1,71%. 
B. [bookmark: _Hlk210684423][bookmark: _Hlk206405594]Tanggapan Responden Mengenai Implementasi Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai
Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya. Setiap penelitian ilmiah pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, membuktikan, atau mengevaluasi suatu fenomena berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, pada bab ini penulis akan menyajikan hasil analisis terhadap data yang telah dikumpulkan melalui penyebaran angket kepada responden yang relevan. Data tersebut akan diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan objektif.
Adapun fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai. Untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan secara efektif, penulis menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.
Keempat variabel tersebut akan dianalisis lebih lanjut melalui sejumlah indikator dan sub indikator yang telah dirancang dalam instrumen penelitian. 
1. Komunikasi
Yang dimaksud dengan Komunikasi dalam penelitian ini adalah proses penyampaian informasi terkait kebijakan e-Tilang pada Satlantas Polres Dumai kepada petugas pelaksana dan masyarakat. Komunikasi yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan, yaitu meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas melalui teknologi elektronik. Komunikasi ini mencakup penyebaran informasi, kejelasan prosedur, dan pemahaman yang sama antara pihak yang terlibat. Maksudnya, kebijakan e-Tilang akan berhasil jika informasi tersampaikan dengan baik kepada petugas dan masyarakat Dumai sehingga mengurangi resistensi dan kesalahpahaman.
a. Terdapat informasi mengenai kebijakan e-Tilang yang disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami.
Yang dimaksud dengan informasi kebijakan e-Tilang adalah penjelasan kepada masyarakat maupun petugas mengenai tujuan, dasar hukum, dan pelaksanaan sistem e-Tilang. Informasi ini harus disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan kebingungan atau penolakan dari pihak yang menerima.
b. Terdapat informasi mengenai besaran denda e-Tilang yang telah disampaikan secara jelas kepada pelanggar lalu lintas.
Yang dimaksud dengan informasi besaran denda adalah pengetahuan yang diberikan kepada pelanggar mengenai jumlah denda yang dikenakan untuk setiap jenis pelanggaran. Informasi ini penting untuk disampaikan secara terbuka dan transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau spekulasi yang merugikan.
c. Terdapat sosialisasi kepada masyarakat mengenai alur dan prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui e-Tilang yang telah dilakukan secara jelas dan mudah dipahami.
Yang dimaksud dengan sosialisasi alur dan prosedur adalah penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai tahapan yang harus dilalui mulai dari tata cara penyelesaian e-Tilang hingga proses pembayaran. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat dapat mengikuti proses yang berlaku tanpa hambatan.
d. Terdapat sosialisasi dan penyuluhan mengenai prosedur e-Tilang yang dilakukan secara rutin oleh petugas kepada masyarakat.
Yang dimaksud dengan sosialisasi dan penyuluhan rutin adalah kegiatan komunikasi publik yang dilakukan berkala oleh petugas, baik secara langsung maupun melalui media informasi. Tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai sistem e-Tilang dan meningkatkan partisipasi serta kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai komunikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:
[bookmark: _Toc206409377]Tabel V. 4 
Tanggapan Responden tentang Komunikasi
	No
	Sub Indikator
	Frekuensi/
Skor
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Terdapat informasi mengenai kebijakan e-Tilang yang disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami.
	Frekuensi
	37
	73
	7
	117

	
	
	Skor
	111
	146
	7
	264

	2.
	Terdapat informasi mengenai besaran denda e-Tilang yang telah disampaikan secara jelas kepada pelanggar lalu lintas
	Frekuensi
	28
	74
	15
	117

	
	
	Skor
	84
	148
	15
	247

	3.
	Terdapat sosialisasi kepada masyarakat mengenai alur dan prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui e-Tilang yang telah dilakukan secara jelas dan mudah dipahami.
	Frekuensi
	14
	65
	38
	117

	
	
	Skor
	42
	130
	38
	210

	4.
	Terdapat sosialisasi dan penyuluhan mengenai prosedur e-Tilang yang dilakukan secara rutin oleh petugas kepada masyarakat.
	Frekuensi
	30
	62
	25
	117

	
	
	Skor
	90
	124
	25
	239

	Total
	Frekuensi
	109
	274
	85
	468

	
	Persentase (%)
	23%
	59%
	18%
	100%

	
	Skor
	327
	548
	85
	960


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.4 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel komunikasi dapat dilihat dari keempat sub indikator yang telah ditetapkan. Pada sub indikator pertama mengenai terdapatnya informasi mengenai kebijakan e-Tilang yang disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami, diperoleh skor sebesar 264. Sub indikator kedua tentang informasi mengenai besaran denda e-Tilang yang telah disampaikan secara jelas kepada pelanggar lalu lintas memperoleh skor sebesar 247.
Selanjutnya, pada sub indikator ketiga yaitu sosialisasi kepada masyarakat mengenai alur dan prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui e-Tilang yang telah dilakukan secara jelas dan mudah dipahami, diperoleh skor sebesar 210. Sedangkan pada sub indikator keempat tentang sosialisasi dan penyuluhan mengenai prosedur e-Tilang yang dilakukan secara rutin oleh petugas kepada masyarakat, didapatkan skor sebesar 239.
Secara keseluruhan, total skor untuk variabel komunikasi adalah sebesar 960 dan berada pada kategori Cukup Baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram pie (persentase frekuensi) dan garis kontinum (skor tanggapan responden) di bawah ini:




[bookmark: _Toc206409999]Diagram V. 1 
Persentase Frekuensi Responden Tentang Komunikasi








Berdasarkan diagram V.1 di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi berada pada kategori Cukup Baik dengan persentase sebesar 59%. Kemudian untuk melihat skor tanggapan responden tentang Komunikasi dapat dilihat pada Garis Kontinum di bawah ini:
960
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Berdasarkan garis kontinum di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang Komunikasi dari tanggapan 117 responden dapat dikategorikan Cukup Baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor 960 berada pada rentang skor 781-1.092.


2. Sumber Daya
Yang dimaksud dengan Sumber Daya dalam penelitian ini adalah dukungan yang dimiliki Satlantas Polres Dumai untuk melaksanakan kebijakan e-Tilang secara efektif. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Maksudnya, kebijakan e-Tilang di Satlantas Polres Dumai tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya yang memadai.
a. Terdapat kemampuan petugas dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan e-Tilang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Yang dimaksud dengan kemampuan petugas adalah kesiapan teknis dan administratif petugas dalam menghadapi berbagai hambatan selama pelaksanaan e-Tilang. Hal ini mencakup kemampuan mengidentifikasi masalah sistem, mengatasi kendala jaringan atau perangkat pendukung, serta menangani aduan dari masyarakat secara cepat dan tepat.
b. Terdapat kompetensi yang memadai pada petugas dalam menangani pelanggaran lalu lintas melalui sistem e-Tilang.
Yang dimaksud dengan kompetensi petugas adalah kemampuan teknis dan profesional yang dimiliki oleh petugas dalam menjalankan sistem e-Tilang secara efektif. Kompetensi tersebut mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan, seperti kemampuan mengoperasikan perangkat elektronik yang digunakan untuk merekam pelanggaran lalu lintas dan memahami alur kerja sistem digital E-Tilang.
c. Terdapat perangkat pendukung untuk pelaksanaan e-Tilang yang  tersedia dan berfungsi dengan baik.
Yang dimaksud dengan perangkat pendukung adalah sarana dan prasarana seperti kamera pengawas, jaringan sistem, serta perangkat lunak yang mendukung pelaksanaan e-Tilang. 
d. Terdapat kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi pelanggaran dan pembayaran denda e-Tilang melalui saluran resmi yang tersedia.
Yang dimaksud dengan kemudahan akses informasi adalah tersedianya platform resmi seperti situs web, aplikasi, atau layanan informasi yang dapat diakses masyarakat untuk mengetahui status pelanggaran dan cara pembayaran denda. 
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
[bookmark: _Toc206409378]Tabel V. 5 
Tanggapan Responden Tentang Sumber Daya
	No
	Sub Indikator
	Frekuensi/
Skor
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Terdapat kemampuan petugas dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan e-Tilang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
	Frekuensi
	60
	49
	8
	117

	
	
	Skor
	180
	98
	8
	286

	2.
	Terdapat kompetensi yang memadai pada petugas dalam menangani pelanggaran lalu lintas melalui sistem e-Tilang.
	Frekuensi
	73
	41
	3
	117

	
	
	Skor
	219
	82
	3
	304

	3.
	Terdapat perangkat pendukung untuk pelaksanaan e-Tilang yang tersedia dan berfungsi dengan baik
	Frekuensi
	8
	74
	35
	117

	
	
	Skor
	24
	148
	35
	207

	4.
	Terdapat kemudahan bagi Masyarakat dalam mengakses informasi pelanggaran dan pembayaran denda e-Tilang melalui saluran resmi yang tersedia.
	Frekuensi
	23
	87
	7
	117

	
	
	Skor
	69
	174
	7
	250

	Total
	Frekuensi
	164
	251
	53
	468

	
	Persentase
 (%)
	35%
	54%
	11%
	100%

	
	Skor
	492
	502
	53
	1047


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.5 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel sumber daya dapat dilihat dari empat sub indikator yang telah ditetapkan. Pada sub indikator pertama mengenai terdapat kemampuan petugas dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan e-Tilang sesuai dengan prosedur yang berlaku, diperoleh skor sebesar 286. Sub indikator kedua, yaitu terdapat kompetensi yang memadai pada petugas dalam menangani pelanggaran lalu lintas melalui sistem e-Tilang, memperoleh skor sebesar 304.

Selanjutnya, pada sub indikator ketiga tentang terdapat perangkat pendukung untuk pelaksanaan e-Tilang yang tersedia dan berfungsi dengan baik, diperoleh skor sebesar 207. Sedangkan pada sub indikator keempat mengenai terdapat kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi pelanggaran dan pembayaran denda e-Tilang melalui saluran resmi yang tersedia, diperoleh skor sebesar 250.
Secara keseluruhan, total skor untuk variabel Sumber Daya adalah 1.047 dan berada pada kategori Cukup Baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram pie (persentase frekuensi) dan garis kontinum (skor tanggapan responden) di bawah ini:
[bookmark: _Toc206410000]Diagram V. 2 
Persentase Frekuensi Responden Tentang Sumber Daya








Berdasarkan diagram V.2 di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya berada pada kategori Cukup Baik dengan persentase sebesar 54%. Kemudian untuk melihat skor tanggapan responden tentang Sumber Daya dapat dilihat pada Garis Kontinum di bawah ini:
1.047
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Berdasarkan garis kontinum di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang Sumber Daya dari tanggapan 117 responden dapat dikategorikan Cukup Baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor 1.047 berada pada rentang skor 781 – 1.092.
3. Disposisi
Yang dimaksud dengan Disposisi dalam penelitian ini adalah sikap dan komitmen petugas Satlantas Polres Dumai dalam melaksanakan kebijakan e-Tilang. Disposisi ini mencakup kejujuran, integritas, dan tanggung jawab petugas untuk menjalankan kebijakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Maksudnya, pelaksanaan kebijakan e-Tilang di Satlantas Polres Dumai membutuhkan petugas yang memiliki komitmen kuat untuk mendukung keberhasilan kebijakan, serta mampu mengatasi kendala yang muncul selama implementasi.
a. Terdapat responsivitas yang baik dari petugas dalam menghadapi kendala atau pertanyaan masyarakat terkait e-Tilang.
Yang dimaksud dengan responsivitas adalah kesiapan dan kecepatan petugas dalam menanggapi pertanyaan, keluhan, atau kendala yang dialami masyarakat selama proses pelaksanaan e-Tilang. Responsivitas mencerminkan sikap terbuka dan pelayanan yang aktif kepada publik.
b. Terdapat integritas dan kejujuran yang ditunjukkan oleh petugas dalam melaksanakan e-Tilang sesuai prosedur yang berlaku.
Yang dimaksud dengan integritas dan kejujuran adalah sikap petugas yang menjalankan tugasnya secara jujur, tidak menyimpang dari prosedur, serta menghindari tindakan yang merugikan masyarakat atau mencoreng kepercayaan publik terhadap sistem e-Tilang.
c. Terdapat sikap adil dari petugas dalam memperlakukan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan e-Tilang.
Yang dimaksud dengan sikap adil adalah perlakuan yang setara terhadap seluruh masyarakat, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas melalui e-Tilang.
d. Terdapat komitmen dari petugas dalam melaksanakan kebijakan e-Tilang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.
Yang dimaksud dengan komitmen petugas adalah kesungguhan dan tanggung jawab yang ditunjukkan dalam menjalankan kebijakan e-Tilang secara konsisten dan profesional, sesuai aturan yang telah  ditetapkan.
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai disposisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

[bookmark: _Toc206409379]Tabel V. 6
Tanggapan Responden Tentang Disposisi
	No
	Sub Indikator
	Frekuensi/
Skor
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Terdapat responsivitas yang baik dari petugas dalam menghadapi kendala atau pertanyaan masyarakat terkait e-Tilang.
	Frekuensi
	75
	37
	5
	117

	
	
	Skor
	225
	74
	5
	304

	2.
	Terdapat integritas dan kejujuran yang ditunjukkan oleh petugas dalam melaksanakan e-Tilang sesuai prosedur yang berlaku.
	Frekuensi
	77
	37
	3
	117

	
	
	Skor
	231
	74
	3
	308

	3.
	Terdapat sikap adil dari petugas dalam memperlakukan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan e-Tilang.
	Frekuensi
	44
	52
	21
	117

	
	
	Skor
	132
	104
	21
	257

	4.
	Terdapat komitmen dari petugas dalam melaksanakan kebijakan e-Tilang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.
	Frekuensi
	67
	47
	3
	117

	
	
	Skor
	201
	94
	3
	298

	Total
	Frekuensi
	274
	162
	32
	468

	
	Persentase 
(%)
	56%
	37%
	7%
	100%

	
	Skor
	789
	346
	32
	1167


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.6 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel disposisi dapat dilihat dari empat sub indikator yang telah ditetapkan. Pada sub indikator pertama mengenai terdapat responsivitas yang baik dari petugas dalam menghadapi kendala atau pertanyaan masyarakat terkait e-Tilang, diperoleh skor sebesar 304. Kemudian pada sub indikator kedua, yaitu terdapat integritas dan kejujuran yang ditunjukkan oleh petugas dalam melaksanakan e-Tilang sesuai prosedur yang berlaku, diperoleh skor 308.
Selanjutnya, pada sub indikator ketiga tentang terdapat sikap adil dari petugas dalam memperlakukan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan e-Tilang, diperoleh skor sebesar 257. Sedangkan pada sub indikator keempat, yaitu terdapat komitmen dari petugas dalam melaksanakan kebijakan e-Tilang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, diperoleh skor sebesar 298.
Secara keseluruhan, total skor untuk variabel Disposisi adalah 1.167 dan berada pada kategori Baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram pie (persentase frekuensi) dan garis kontinum (skor tanggapan responden) di bawah ini:
[bookmark: _Toc206410001]Diagram V. 3 
Persentase Frekuensi Responden Tentang Disposisi








Berdasarkan diagram V.3 di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa Disposisi berada pada kategori Baik dengan persentase sebesar 56%. Kemudian untuk melihat skor tanggapan responden tentang Disposisi dapat dilihat pada Garis Kontinum di bawah ini:
1.167
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Berdasarkan garis kontinum di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang Dsiposisi dari tanggapan 117 responden dapat dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor 1.167 berada pada rentang skor 1.093–1.404.
4. Struktur Birokrasi
Yang dimaksud dengan Struktur Birokrasi dalam penelitian ini adalah sistem tata kelola dan prosedur yang mendukung implementasi kebijakan e-Tilang di Satlantas Polres Dumai. Struktur birokrasi yang baik meliputi adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, koordinasi antarunit, dan penerapan sistem yang efektif. Maksudnya, keberhasilan kebijakan e-Tilang sangat dipengaruhi oleh kejelasan prosedur dan tata kelola yang diterapkan oleh Satlantas Polres Dumai.
a. Terdapat pelaksanaan prosedur e-Tilang yang dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Yang dimaksud dengan pelaksanaan prosedur adalah penerapan e-Tilang oleh petugas yang mengikuti langkah-langkah teknis dan administratif sebagaimana telah diatur dalam SOP. Kejelasan prosedur menjadi dasar penting dalam menjaga ketertiban dan konsistensi pelaksanaan kebijakan.
b. Terdapat kesesuaian pada seluruh tahapan pelaksanaan e-Tilang yang berjalan tanpa adanya penyimpangan dari SOP.
Yang dimaksud dengan kesesuaian tahapan pelaksanaan adalah pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara sistematis, mulai dari penindakan hingga penyelesaian, sesuai dengan urutan dan ketentuan dalam SOP tanpa ada pelanggaran atau manipulasi proses.
c. Terdapat pelaksanaan kebijakan e-Tilang oleh petugas yang disertai dengan surat perintah tugas sebagai bukti pelaksanaan tugas.
Yang dimaksud dengan surat perintah tugas adalah dokumen resmi yang menjadi dasar legalitas petugas dalam melaksanakan e-Tilang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan petugas berada dalam koridor kewenangan yang sah.
d. Terdapat pengawasan yang baik dalam pelaksanaan e-Tilang untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari prosedur yang berlaku.
Yang dimaksud dengan pengawasan adalah fungsi kontrol yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa pelaksanaan e-Tilang berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari SOP. Pengawasan ini penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas kebijakan.
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai struktur birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:
[bookmark: _Toc206409380]Tabel V. 7 
Tanggapan Responden Tentang Struktur Birokrasi
	No
	Sub Indikator
	Frekuensi/
Skor
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Terdapat pelaksanaan prosedur e-Tilang yang dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
	Frekuensi
	74
	31
	12
	117

	
	
	Skor
	222
	62
	12
	296

	2.
	Terdapat kesesuaian pada seluruh tahapan pelaksanaan e-Tilang yang berjalan tanpa adanya penyimpangan dari SOP.
	Frekuensi
	51
	49
	17
	117

	
	
	Skor
	153
	98
	17
	268

	3.
	Terdapat pelaksanaan kebijakan e-Tilang oleh petugas yang disertai dengan surat perintah tugas sebagai bukti pelaksanaan tugas.
	Frekuensi
	70
	40
	7
	117

	
	
	Skor
	210
	80
	7
	297

	4.
	Terdapat pengawasan yang baik dalam pelaksanaan e-Tilang untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari prosedur yang berlaku.
	Frekuensi
	70
	38
	9
	117

	
	
	Skor
	210
	76
	9
	295

	Total
	Frekuensi
	265
	158
	45
	468

	
	Persentase 
(%)
	57%
	34%
	10%
	100%

	
	Skor
	795
	316
	45
	1156


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.7 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel struktur birokrasi dapat dianalisis dari empat sub indikator yang telah ditentukan. Pada sub indikator pertama, yaitu terdapat pelaksanaan prosedur e-Tilang yang dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, diperoleh skor sebesar 296. Kemudian pada sub indikator kedua mengenai kesesuaian pada seluruh tahapan pelaksanaan e-Tilang yang berjalan tanpa adanya penyimpangan dari SOP, diperoleh skor sebesar 268.
Selanjutnya, pada sub indikator ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan e-Tilang oleh petugas yang disertai dengan surat perintah tugas sebagai bukti pelaksanaan tugas, diperoleh skor sebesar 297. Sementara itu, pada sub indikator keempat tentang pengawasan yang baik dalam pelaksanaan E-Tilang untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari prosedur yang berlaku, diperoleh skor sebesar 295.
Secara keseluruhan, total skor untuk variabel Struktur Birokrasi adalah 1.156 dan berada pada kategori Baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram pie (persentase frekuensi) dan garis kontinum (skor tanggapan responden) di bawah ini:





[bookmark: _Toc206410002]Diagram V. 4 
Persentase Frekuensi Responden Tentang Struktur Birokrasi









Berdasarkan diagram V.4 di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa Struktur Birokrasi berada pada kategori Baik dengan persentase sebesar 57%. Kemudian untuk melihat skor tanggapan responden tentang Struktur Birikrasi dapat dilihat pada Garis Kontinum di bawah ini:
1.156



468        	 TB	     780	    CB	         1.092	          B	  1.404
Berdasarkan garis kontinum di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang Struktur Birokrasi dari tanggapan 117 responden dapat dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor 1.156 berada pada rentang skor 1.093 – 1.404.
Selanjutnya dari penjelasan setiap indikator di atas dapat dilihat secara keseluruhan melalui tabel rekapitulasi di bawah ini:
[bookmark: _Toc206409381]Tabel V. 8 
Rekapitulasi Tanggapan Responden Implementasi Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai
	No
	Indikator
	Frekuensi/
Skor
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	
	B
	CB
	TB
	

	1.
	Komunikasi
	Frekuensi
	109
	274
	85
	468

	
	
	Skor
	327
	548
	85
	960

	2.
	Sumber Daya
	Frekuensi
	164
	251
	53
	468

	
	
	Skor
	492
	502
	53
	1047

	3.
	Disposisi
	Frekuensi
	263
	173
	32
	468

	
	
	Skor
	789
	346
	32
	1167

	4.
	Struktur Birokrasi
	Frekuensi
	265
	158
	45
	468

	
	
	Skor
	795
	316
	45
	1156

	Total
	Frekuensi
	801
	856
	215
	1872

	
	Persentase (%)
	43%
	46%
	11%
	100%

	
	Skor
	2403
	1712
	215
	4330


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025
 Berdasarkan tabel V.8 rekapitulasi tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa Implmentasi Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Pada Satuan Lalu Lintas Polres Dumai dapat dilihat bahwa dalam penelitian yang dilakukan terdapat 4 (empat) Indikator Implementasi seperti Komunikasi diperoleh dengan jumlah skor sebanyak 960, Sumber Daya diperoleh dengan jumlah skor sebanyak 1.047, Dispoisi diperoleh jumlah skor sebanyak 1.167, dan Skruktur Birokrasi diperoleh dengan jumlah skor sebanyak 1.156. Dari 4 indikator jawaban responden diatas diperoleh total seluruhnya sebanyak 4.330. Selanjutnya untuk mengetahui kategori akumulasi skor yang diperoleh dapat dilihat melalui diagram V.5 berikut ini: 
[bookmark: _Toc206410003]Diagram V. 5 
Persentase Frekuensi Rekapitulasi Tanggapan Responden Implementasi Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai









Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan indikator Implementasi Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai, 43% menilai Baik, 46% menilai  Cukup Baik, dan 11% % menilai sebagai Tidak Baik. Berdasarkan diagram pie di atas dapat dilihat tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator Implementasi Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai dapat dikategorikan Cukup Baik.
Selanjutnya dijelaskan hasil penelitian posisi skor pada garis kontinum sebagai berikut:

4.330



1.872          TB	    3.120	    CB	          4.368	          B	  5.616
Berdasarkan Garis Kontinum di atas dapat dilihat tanggapan responden terhadap Implementasi Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai dari tanggapan 117 responden dapat dikategorikan Cukup Baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor 4.330 berada pada interval skor 3.121-4.368.
C. [bookmark: _Hlk206405631]Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai
Setelah melakukan penelitian pada Satlantas Polres Dumai, penulis menemukan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang). Faktor-faktor ini memengaruhi sejauh mana kebijakan e-Tilang dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien dalam lingkup tugas Satlantas Polres Dumai. Adapun faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung
Adapun faktor-faktor pendukung dalam implementasi kebijakan E-Tilang pada Satlantas Polres Dumai yaitu:
a. Adanya Disposisi petugas dalam melaksanakan kebijakan e-Tilang pada Satlantas Polres Dumai. Hal ini dapat dilihat dari adanya responsivitas yang baik dari petugas dalam menghadapi kendala atau pertanyaan masyarakat terkait e-Tilang, petugas menunjukkan integritas dan kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan e-Tilang sesuai prosedur yang berlaku, petugas memperlihatkan sikap adil dalam memperlakukan seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pelaksanaan e-Tilang,  terdapat komitmen petugas dalam melaksanakan kebijakan e-Tilang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.
b. Adanya Struktur Birokrasi yang mendukung implementasi kebijakan e-Tilang pada Satlantas Polres Dumai. Faktor ini didukung oleh adanya pelaksanaan prosedur e-Tilang yang dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, terdapat kesesuaian pada seluruh tahapan pelaksanaan e-Tilang yang berjalan tanpa adanya penyimpangan dari SOP, pelaksanaan kebijakan e-Tilang oleh petugas juga disertai dengan surat perintah tugas sebagai bukti formal pelaksanaan tugas, terdapat pengawasan yang baik dalam pelaksanaan E-Tilang yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari prosedur yang berlaku. 
2. Faktor Penghambat
Adapun faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan E-Tilang pada Satlantas Polres Dumai yaitu:
a. Masih kurangnya Komunikasi antara petugas dan masyarakat terkait kebijakan e-Tilang. Hal ini dapat dilihat dari informasi mengenai kebijakan e-Tilang yang belum sepenuhnya disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian, informasi mengenai besaran denda e-Tilang juga belum seluruhnya disampaikan secara jelas kepada pelanggar lalu lintas. Selain itu, masih terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai alur dan prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas mengenai e-Tilang. Terakhir, penyuluhan mengenai prosedur e-Tilang oleh petugas kepada masyarakat belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh. 
b. Masih terbatasnya Sumber Daya yang dimiliki Satlantas Polres Dumai dalam pelaksanaan e-Tilang. Hal ini terlihat dari kemampuan petugas dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul selama proses pelaksanaan e-Tilang yang belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan peningkatan kapasitas. Kemudian, kompetensi petugas dalam menangani pelanggaran lalu lintas melalui sistem e-Tilang juga masih belum merata. Beberapa petugas masih mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem berbasis teknologi tersebut. Selanjutnya, perangkat pendukung pelaksanaan e-Tilang yang masih terbatas dan perangkat lunak atau aplikasi pendukung e-Tilang juga belum sepenuhnya berjalan dengan lancar sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan input data maupun menindaklanjuti pelanggaran secara real-time. Terakhir, kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi pelanggaran dan pembayaran denda e-Tilang melalui saluran resmi masih belum maksimal.

BAB VI
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan mengenai implementasi kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dumai, maka penulis dapat menyimpulkan hasil dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Implementasi kebijakan E-Tilang pada Satlantas Polres Dumai secara umum berada dalam kategori Cukup Baik. Dari 117 responden yang diteliti mencakup empat indikator utama menurut teori George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dikategorikan berada pada Cukup Baik dengan persentase 46%, sementara skor hasil yang diperoleh sebesar 4.330 berada pada interval skor 3.121-4.368.
2. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan E-Tilang di Satlantas Polres Dumai mencakup responsivitas petugas, integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas, sikap adil tanpa diskriminasi, serta komitmen terhadap prosedur yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan kebijakan telah sesuai SOP, disertai surat perintah tugas, dan didukung oleh pengawasan yang baik. Sementara itu, faktor penghambat meliputi kurangnya informasi yang jelas mengenai kebijakan, besaran denda, dan alur penyelesaian tilang, serta belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat . Di sisi lain, masih terbatasnya kemampuan teknis petugas, keterbatasan perangkat dan aplikasi pendukung, serta rendahnya akses masyarakat terhadap informasi resmi juga menjadi kendala.
B. Saran
Berdasarkan faktor penghambat yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka beberapa saran yang dapat penulis sampaikan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Dumai di antaranya:
1. Disarankan kepada Kapolres melalui Satlantas Polres Dumai untuk meningkatkan penyampaian informasi yang lebih jelas, rinci, dan mudah dipahami oleh masyarakat terkait kebijakan e-Tilang. Informasi mengenai besaran denda e-Tilang perlu dijelaskan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelanggar lalu lintas. Selain itu, penting untuk melakukan sosialisasi kembali yang tidak hanya menyampaikan bahwa e-Tilang telah diberlakukan, tetapi juga menjelaskan secara detail alur dan prosedur penyelesaian pelanggaran. Sosialisasi juga sebaiknya dilakukan secara rutin dan menyeluruh, melalui berbagai media seperti media sosial, spanduk, dan pertemuan langsung dengan masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap sistem e-Tilang dan tidak lagi merasa bingung dalam menjalani prosedurnya.
2. Disarankan kepada Kapolres Dumai untuk memperkuat aspek sumber daya Satuan Lalu Lintas guna mendukung kelancaran pelaksanaan e-Tilang. Petugas pelaksana perlu dibekali dengan pelatihan teknis agar memiliki kemampuan menyelesaikan kendala di lapangan dan memahami sistem secara menyeluruh. Selain itu, perlu ada peningkatan pada aspek perangkat pendukung seperti kamera pengawas dan sistem aplikasi agar lebih memadai dan berfungsi optimal. Kemudahan akses masyarakat terhadap informasi pelanggaran dan proses pembayaran denda juga harus ditingkatkan melalui platform resmi yang lebih ramah pengguna. Dukungan sumber daya yang kuat akan berkontribusi besar terhadap efektivitas implementasi e-Tilang secara menyeluruh.
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DUMAI (MR) - Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Dumai sudah melakukan
penilangan menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE atau tilang
elektronik) bagi pengendara kendaraan roda dua atau lebih yang melakukan
pelanggaran atau tidak mengindahkan tata tertib berlalulintas.

& Forum Komunikasi Publik Dihadiri
Oleh Pelda Hendrianto

Proses penilangan secara elektronik ini sudah mulai dilaksanakan oleh Polres
Dumai selama beberapa bulan belakangan dan sudah melakukan penindakan
terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran untuk mendukung
keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Babinsa STDI Sambangi Peternak
Untuk Berikan Edukasi Terkait PMK
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Kena Tilang Elektronik, Kasatlantas Sarankan
Bayar Menggunakan Cara Ini

'DUMAYDUMAIPOSNEWS) — Satlntas Pores Dumal mulal menerspkan sistem Electronie Taflc Law
Enforcement (ETLE) ata g clektronik. Penerapan ETLE tersebut dilakukan untuk mendukung
et

Keamanan, keselamatan ds dalam berlalu lntas,

Dl reslisasinya banyak yang bertanya bagaiman cara mermbayar pabil terkena tang elektronik
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satlantasdumai DUMAI(DUMAIPOSNEWS) — Satlantas Polres Dumai
mulai menerapkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
atau tilang elektronik. Penerapan ETLE tersebut dilakukan untuk
mendukung keamanan, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu
lintas.

Dalam realisasinya banyak yang bertanya bagaimana cara membayar
apabila terkena tilang elektronik ini?

Kapolres Dumai melalui Kasat Lantas Polres Dumai AKP Akira Cerita,
Ahad (18/06) menjelaskan apabila pengguna kendaraan terkena tilang
elektronik maka cara pembayarannya bisa melalui Briva ke Bank BRI.

@satlantasdumai @ditlantas_poldariau
@zebra_dua_ditlantaspoldariau

@zebra3.ditlantaspoldariau @moh.igbal.91 @dwinur_setiawan
@nur_hadi2002

@aceria908
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LAMPIRAN SURAT KAPOLRES DUMAL
BoevvAN L2202
TANGGAL 08 APRUL 2023

Ponumpang tidak menggunakan holm
Pasal 291 ayal (2) Jo Pasal 106 ayat (8). Membiarkan penumpangnya idak mengenakan heim.

Tata cara konfirmas melalul website:
- Akses domain https:/jetio-kortantas.info/id/ ‘Scan QR Code untuk melihat
+ Masukkan No referensi pelanggaran media bukt pelanggaran di oniine.
+ Masukkan No Pol /| NRKE
+ Lengkapi identitas pelanggar
+ No HP yang bisa menerima SMS untuk Informasi BRIVA

No Referensi Anda: NAEBM3S11HH14
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Pasal 291 ayat (2) Jo Pasal 108 ayat (8). Membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm.

Tata cara konfimas| meail websie:

Alcsos domain hips:ato-korantas infofd/ ‘Scan QR Codo untuk mehat
- Masukkan No roferensi pelanggaran mocia bukt pelanggaran di onine
- Masukkan No Pol / NRKB
- Lengkapi donttas poanggar
© N HP yaig bisa menerima SMS untuk nformasi BRIVA|

NoReferensi Anda: AQSBM2455HP14
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BM6450HQ
‘GOSICAP POLRES DUMAI
Ji. Sultan Hasanuddin No.77, Rimba Sekampung, Kec.
Dumai Kota, Kota Dumal, Riau 28826, Indonesia

‘Penumpang Tidak Menggunakan Heim
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